BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR #] TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LANGARA

Menimbang :

Mengingat :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan
Penataan Ruang dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Kepulaun Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Daerah
berwenang menyusun peraturan tentang Rencana Detail Tata
Ruang;

bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kementrian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal
Tata Ruang Nomor PB.01/129-200/1/2024, Tanggal 10
Januari 2024 Perihal Persetujuan Substansi Rancangan
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Langara maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Langara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Langara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5415);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
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Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN LANGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang
dipimpin oleh camat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah
hasil Perencanaan Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata
Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah wupaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah
bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis
kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai
arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang
bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan
terdiri atas beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan

karakteristik spesifik.
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Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan,
sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan
ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti
rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai
sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi
ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan
Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam
RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan
untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam
pelaksanaan pembangunan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang

selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang
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menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RDTR.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah dengan memberikan pertimbangan
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

o P

™ 0 o 0

(1)

(2)

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
PZ; dan

kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3
Delineasi WP Kawasan Perkotaan Langara ditetapkan sebagai
WP 1 berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan
luas 2.845,27 (dua ribu delapan ratus empat puluh lima koma
dua tujuh) hektare.
Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Batu;
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sebelah timur berbatasan dengan Desa Wawolaa;
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Permai dan
Desa Pasir Putih; dan

sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

o

N T < W

7
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e

©

sebagian Desa Bukit Permai di Kecamatan Wawonii Barat;
sebagian Desa Kawa-Kawali di Kecamatan Wawonii Barat;
seluruh Desa Lamoluo di Kecamatan Wawonii Barat;
seluruh Desa Langara Indah di Kecamatan Wawonii Barat;
seluruh Desa Langara Iwawo di Kecamatan Wawonii Barat;
sebagian Desa Langara Tanjung Batu di Kecamatan
Wawonii Barat;

seluruh Desa Langaro Bajo di Kecamatan Wawonii Barat;
sebagian Desa Langkowala di Kecamatan Wawonii Barat;
seluruh Desa Lanowatu di Kecamatan Wawonii Barat;
seluruh Desa Lantula di Kecamatan Wawonii Barat;
sebagian Desa Mata Baho di Kecamatan Wawonii Barat;

seluruh Desa Mata Langara di Kecamatan Wawonii Barat;

. sebagian Desa Pasir Putih di Kecamatan Wawonii Barat;

sebagian Desa Wawabili di Kecamatan Wawonii Barat;
sebagian Desa Wawolaa di Kecamatan Wawonii Barat; dan
seluruh Kelurahan Langara Laut di Kecamatan Wawonii

Barat.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi

menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas:

a.

SWP [.A mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian
Desa Lamoluo, dan sebagian Desa Pasir Putih terdiri atas
Blok [.A.1, Blok [LA.2, Blok 1.A.3, dan Blok [.A.4;

SWP [.B mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian
Desa Lamoluo, sebagian Desa Langara Indah, sebagian
Desa Langara Iwawo, sebagian Desa Langkowala, seluruh
Desa Lanowatu, sebagian Desa Lantula, sebagian Desa
Mata Langara, sebagian Desa Pasir Putih, dan sebagian
Kelurahan Langara Laut terdiri atas Blok 1.B.1, Blok 1.B.2,
dan Blok 1.B.3;

SWP I1.C mencakup sebagian Desa Langara Indah,
sebagian Desa Langara Tanjung Batu, sebagian Desa
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Langaro Bajo, sebagian Desa Langkowala, sebagian Desa
Lantula, dan sebagian Kelurahan Langara Laut terdiri atas
Blok I.C.1 dan Blok 1.C.2;

d. SWP I.D mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian
Desa Kawa-Kawali, sebagian Desa Lamoluo, sebagian Desa
Langkowala, sebagian Desa Lantula, dan sebagian Desa
Mata Baho terdiri atas Blok [.D.1 dan Blok 1.D.2; dan

e. SWP LLE mencakup sebagian Desa Kawa-Kawali, sebagian
Desa Wawobili, dan sebagian Desa Wawolaa terdiri atas
Blok I.E.1 dan Blok LLE.2.

(5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan
Langara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4
Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan
Kawasan Perkotaan Langara sebagai pusat pemerintahan dan
pelayanan perekonomian berbasis potensi lokal yang maju, mandiri
dan sejahtera berlandaskan keserasian lingkungan dan kearifan lokal
melalui penguatan fungsi kawasan serta penataan ruang yang

berkelanjutan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

-9.-

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat Kketelitian
geometri, dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6
Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.
Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pusat pelayanan
kawasan perkotaan Langara terdapat di SWP [.A pada Blok
[.A.2.
Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sub pusat pelayanan Langara Iwawo terdapat di SWP 1.B
pada Blok I.B.1; dan
b. sub pusat pelayanan Kawa-Kawali terdapat di SWP LE
pada Blok LE.1.
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Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ berupa pusat lingkungan kelurahan/desa.

Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud

pada ayat {4) meliputi:

a.

pusat lingkungan Bukit Permai terdapat di SWP 1.A pada
Blok 1.A.4;

pusat lingkungan Lamoluo terdapat di SWP 1.B pada Blok
1L.B.2;

pusat lingkungan Langaro Bajo terdapat di SWP 1.C pada
Blok I.C.1;

pusat lingkungan Langara Indah terdapat di SWP 1.B pada
Blok 1.B.3;

pusat lingkungan Langara Laut terdapat di SWP 1.B pada
Blok 1.B.1;

pusat lingkungan Langkowala terdapat di SWP 1.C pada
Blok I.C.1;

pusat lingkungan Lanowatu terdapat di SWP 1.B pada Blok
1.B.3;

pusat lingkungan Lantula terdapat di SWP 1.B pada Blok
L.B.3;

pusat lingkungan Mata Baho terdapat di SWP 1.D pada
Blok I.D.1;

pusat lingkungan Mata Langara terdapat di SWP 1.B pada
Blok 1.B.2;

pusat lingkungan Pasir Putih terdapat di SWP LA pada
Blok [.A.1;

pusat lingkungan Wawobili terdapat di SWP [.LE pada Blok
I.LE.2; dan

pusat lingkungan Wawolaa terdapat di SWP [LE pada Blok
L.E.2.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LA yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. jalan umum;

b. jalan menuju moda transportasi umum,;
c. terminal penumpang;

d. terminal barang;

e. jembatan;

f. pelabuhan penyeberangan;

g. pelabuhan pengumpul; dan

h. pelabuhan perikanan.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri, dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a meliputi:
a. jalan kolektor primer;
b. jalan lokal primer; dan
c. jalan lingkungan sekunder.
Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. ruas Lamoluo - Mata Langara (SMA) melintas di SWP 1.B;
b. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP
I.B dan SWP 1.C;
c. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP [.A;
d. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP [L.A
dan SWP 1.B;



(3)

(4)
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ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP L. A;
ruas Sp. 3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass)
melintas di SWP LA dan SWP L.B;

ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda
melintas di SWP L.A;

ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di
SWP [LA dan SWP L.B;

ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP LA;

ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP 1.B, SWP 1.C,
SWP 1.D, dan SWP LE;

ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP I.LE; dan

ruas jalan kolektor primer melintas di SWP [.B.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b melintas di seluruh SWP.

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ melintas di seluruh SWP.

Paragraf 2

Jalan Menuju Moda Transportasi Umum

Pasal 9

Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melintas di SWP 1.B.

(1)

(2)

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf ¢ berupa terminal penumpang tipe C.

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu Terminal Langara terdapat di SWP [.B pada Blok
[.LB.1.
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Paragraf 4

Terminal Barang

Pasal 11
Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d yaitu Terminal Barang Langara terdapat di SWP 1.B pada
Blok I.B.1.

Paragraf 5

Jembatan

Pasal 12
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e
terdapat di:
a. SWP I.A pada seluruh Blok;
b. SWP I.B pada seluruh Blok;
c. SWPI.C pada Blok I.C.1;
SWP 1.D pada seluruh Blok; dan
e. SWP LE pada seluruh Blok.

R

Paragraf 6

Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 13
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan penyeberangan
kelas II.
(2) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Langara terdapat di SWP 1.B
pada Blok 1.B.1.

Paragraf 7
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 14
Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf g, yaitu Pelabuhan Langara di SWP 1.B pada Blok 1.B.1.
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Paragraf 8

Pelabuhan Perikanan

Pasal 15
(1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf h berupa pangkalan pendaratan ikan.
(2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Langara terdapat di SWP
I.LA pada Blok I.A.1.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 16
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum,;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);
f. rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

=

h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 17
(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf a meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
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b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu PLTD Langara Iwawo terdapat di
SWP [.D pada Blok I.D.1.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR).

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a melintas di SWP [.A, SWP LB,
SWP I.D, dan SWP L.E.

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b melintas di seluruh SWP.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berupa gardu distribusi.

Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
terdapat di:

a. SWP I A pada Blok 1.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;

b. SWP I.B pada seluruh Blok;

c. SWP LD pada Blok I.D.1; dan

d. SWP LE pada seluruh Blok.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri,
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
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a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. jaringan serat optik; dan

b. kotak pembagi.

Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a melintas di seluruh SWP.

Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok [.A.4;

b. SWP I.B pada seluruh Blok;

c. SWPI.C pada seluruh Blok;

d. SWP L.D pada Blok 1.D.1; dan

e. SWP LE pada seluruh Blok.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa menara base transceiver station (BTS).
Menara base transceiver station (BTS) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok 1.A.2 dan Blok [.A.4;

b. SWP I.B pada seluruh Blok;

c. SWPIL.C pada Blok I.C.1; dan

d. SWP L.E pada Blok I.LE.2.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran [II.D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu jaringan pengendalian banjir.
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Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat di SWP LA, SWP [.B, dan SWP LE.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran IIILE yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf d, yaitu jaringan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. unit air baku;

b. unit produksi; dan

¢. unit distribusi.

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa

bangunan pengambil air baku.

Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

a. sumber air Lanowatu terdapat di SWP [.D pada Blok 1.D.2;
dan

b. sumber air Mata Baho terdapat di SWP [.D pada Blok
I.D.1.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

meliputi:

a. bangunan penampung air; dan

b. jaringan transmisi air minum.

Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a meliputi:

a. Reservoir Sumber Air Kandu - Kandunga terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.4;

b. Bak Langara Indah terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.3;

dan
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c. Bak Lanowatu terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.3.
Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf b melintas di:

a. SWPIA;
b. SWPIL.B; dan
c. SWPI.D.

Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
berupa jaringan distribusi pembagi yang melintas di seluruh
SWP.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

(1)

(2)

(3)

dan Beracun (B3)

Pasal 21

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3} sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) non domestik;
b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya, dan beracun

(B3).
Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) non domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu IPAL Puskesmas
Langara terdapat di SWP L.E pada Blok L.E. 1.
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Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi IPAL skala kawasan
tertentu/permukiman.

IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.4;

b. SWP L.B pada seluruh Blok;

c. SWP I.C pada seluruh Blok;

d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan

e. SWP LE pada seluruh Blok.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yaitu SPL B3
RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat di SWP 1A
pada Blok 1.A.2.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);
b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok 1.A.4; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP I.A pada seluruh Blok;
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b. SWP I.B pada seluruh Blok;

c. SWPI.C pada seluruh Blok;

d. SWPIL.D pada Blok 1.D.1; dan

e. SWP LE pada seluruh Blok.

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdapat di:

a. SWP LD pada Blok I.D.2; dan

b. SWP LE pada Blok L.LE.1.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran IIILH yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 huruf g meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a melintas di:

a. SWPIA;
b. SWPLB;
c. SWPI.D; dan
d. SWPIE.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melintas di seluruh SWP.
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ melintas di seluruh SWP.
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri

dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
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Lampiran II1.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda;
d. jaringan pejalan kaki; dan
e. pengaman pantai.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. ruas Lamoluo - Bukit Permai melintas di SWP 1.A;
b. ruas Lamoluo - Kantor Desa Lanowatu melintas di SWP
I.B;

c. ruas Lamoluo - Langara Iwawo melintas di SWP 1.B;

d. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP 1.B,;

e. ruas Langara - Waworope melintas di SWP 1.C;

f. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan)

melintas di SWP I.B dan SWP 1.C;
g. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di
SWP I.B dan SWP I.C;
h. ruas Langara Indah - Tanjung Batu melintas di SWP 1.C;
i ruas Langara Iwawo - Langara Iwawo melintas di SWP
1.B;
ruas Langara Iwawo - Mata Langara melintas di SWP 1.B;

| Bs

k. ruas Langara Laut - Langara Bajo melintas di SWP 1.C;

l.  ruas Langkowala - Tanjung Batu melintas di SWP 1.C;

m. ruas Lantula - Langara Iwawo melintas di SWP [.B;

n. ruas Lantula - Matabaho melintas di SWP 1.B dan SWP

1.D;
ruas Lantula - PLN melintas di SWP [.C dan SWP 1.D;

©
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ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP LA dan
SWP L.B;

ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP LA;

ruas Perkantoran - Bukit Permai Dalam melintas di SWP
I.A;

ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP [.A
dan SWP L.B;

ruas Simpang Lamoluo - Perkantoran melintas di SWP
ILA;

ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP L. A;

ruas SMPN 2 - Perkantoran melintas di SWP 1.A;

ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP L.A;
ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass)
melintas di SWP [LA dan SWP L.B;

ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda
melintas di SWP [.A;

ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di
SWP 1.A dan SWP 1.B;

ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP LA;
ruas Sp.4 Lamoluo - Perkantoran melintas di SWP LA
dan SWP LB;

ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP 1.B, SWP I.C,
dan SWP LE;

ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP L.E;

ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP 1L.E; dan

jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:

a. titik kumpul;

b. tempat evakuasi sementara; dan
c. tempat evakuasi akhir.

Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

meliputi:

a.
b.

C.

pasar sentral Langara di SWP I.B pada Blok [.B.1;
pelabuhan Langara di SWP [.B pada Blok 1.B.1;
rencana taman RT di SWP [.C pada Blok 1.C.1;
taman kota Langara di SWP [.B pada Blok I.B.1; dan
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e. taman kota Wawonii di SWP 1.B pada Blok 1.B.1.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b meliputi:

a. rencana taman kelurahan di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
2. SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan
3. SWP L.E pada Blok .LE.2

b. SMP 4 Wawonii Barat di SWP 1.D pada Blok [.D.1.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf ¢ meliputi rencana taman kecamatan di SWP LLE pada

Blok I.E.1.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdapat di:

a. ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP LLA,;

b. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP L A;

c. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A
dan SWP 1.B;

d. ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP 1.A;

e. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP L.A;

f. ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass)
melintas di SWP LA dan SWP 1.B;

g. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda
melintas di SWP L.A;

h. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di
SWP I.A dan SWP 1L.B;

i. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP L. A;

j. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP [.B;

k. ruas Lamoluo - Mata Langara (SMA) melintas di SWP 1.B;

l. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan)
melintas di SWP [.B;

m. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP
I.B dan SWP 1.C;

n. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP 1.LB, SWP 1.C,
SWP I.D, dan SWP L.E;

o. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP 1.B; dan

p. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP L.E.
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Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdapat di:

a.

b.

&
d.

®

=

ruas Bukit Permai - Bukit Permai melintas di SWP [.A;
ruas Lamoluo - Bukit Permai melintas di SWP [.A;

ruas Lamoluo - Langara Iwawo melintas di SWP 1.B;

ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP 1.B;

ruas Lamoluo - Lapulu Kompleks melintas di SWP [.B;
ruas Langara - Waworope melintas di SWP 1.C;

ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan)
melintas di SWP 1.B;

ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP
I.B dan SWP L.C;

ruas Langara Indah - Tanjung Batu melintas di SWP 1.B
dan SWP I.C;

ruas Langara Iwawo - Mata Langara melintas di SWP [.B;
ruas Langkowala - Lantula melintas di SWP 1.B;

ruas Lantula - Langara Iwawo melintas di SWP 1.B;

ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP I.A dan
SWP 1.B;

ruas Pasir Putih - Batumea melintas di SWP L.A;

ruas Perkantoran - Bukit Permai melintas di SWP L.A;

ruas Perkantoran - Bukit Permai Dalam melintas di SWP
1.A;

ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP LA
dan SWP 1.B;

ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP 1L.A;

ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP [.A;
ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass)
melintas di SWP [LA dan SWP 1.B;

ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda
melintas di SWP [L.A;

ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di
SWP [.A dan SWP L.B;

ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP 1.A;

ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP LB, SWP 1.C,
SWP I.D, dan SWP LE;

ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP L.E;



(9)

(10)

(1)

(2)

-25-

z. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP L.LE; dan
. jaringan pejalan kaki melintas di SWP LA, SWP 1.B, SWP
I.D, dan SWP LE.

Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e melintas di SWP I.A dan SWP [.B.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini,

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri,
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;



b.
c
d.

(1)

(2)

(1)

- 26 -

Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan

Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 27

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 35,57 (tiga
puluh lima koma lima tujuh) hektare berupa Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,57 (tiga
puluh lima koma lima tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada seluruh Blok;
b. SWP I.B pada seluruh Blok;
c. SWP I.C pada seluruh Blok;

SWP 1.D pada seluruh Blok; dan
e. SWP LE pada seluruh Blok.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 27,62 (dua
puluh tujuh koma enam dua) hektare meliputi:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;

f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;

g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

h. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
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Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,66 (dua koma
enam enam) hektare terdapat di SWP 1.B pada Blok [.B.3.
Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,08 (tiga koma
nol delapan) hektare terdapat di SWP 1.B pada Blok I.B.1.
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 4,50 (empat
koma lima nol) hektare terdapat di:

a. SWP 1.B pada Blok 1.B.1; dan

b. SWP LE pada Blok L.LE.1.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,15 (lima koma
satu lima) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.4;

b. SWP 1.B pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3;

c. SWPI.C pada Blok I.C.2;

d. SWPI.D pada Blok I.D.1; dan

e. SWP LE pada Blok L.LE.2.

Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,05 (satu koma
nol lima) hektare terdapat di:

a. SWP 1.B pada Blok 1.B.3; dan

b. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,19 (nol koma
satu sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.4;

b. SWP I.B pada Blok [.B.3; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,46 (enam koma
empat enam) hektare terdapat di:

a. SWP I1.B pada Blok [.B.2; dan

b. SWP L.D pada Blok I.D.1.
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Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 4,54 (empat
koma lima empat) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada seluruh Blok;

b. SWP I.B pada seluruh Blok;

c. SWP I.C pada seluruh Blok;

d. SWPI.D pada Blok 1.D.1; dan

e. SWP L.LE pada Blok I.E. 1.

Paragraf 3

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 29
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 23,97 (dua
puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona
ekosistem mangrove dengan kode EM.
Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,97 (dua puluh tiga
koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok [.A.2; dan
b. SWP I1.C pada Blok 1.C.2.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 30
Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 19,48 (sembilan belas
koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air
dengan kode BA.
Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat
delapan) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada seluruh Blok;
b. SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.3;
c. SWPI.C pada Blok 1.C.1;
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d. SWP L.D pada seluruh Blok; dan
e. SWP LE pada seluruh Blok.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 31
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;

b. Zona pertanian dengan kode P;

c. Zona perikanan dengan kode IK;

d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
e. Zona pariwisata dengan kode W,

f. Zona perumahan dengan kode R;

g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
i. Zona campuran dengan kode C;

j- Zona perdagangan, dan jasa dengan kode K;

k. Zona perkantoran dengan kode KT;

1. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;

m. Zona transportasi dengan kode TR;
n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan

p- Zona badan jalan dengan kode BJ.
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Zona Hutan Produksi

Pasal 32

Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas 665,37 (enam
ratus enam puluh lima koma tiga tujuh) hektare meliputi:
a. Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT; dan
b. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan

kode HPK.
Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
250,55 (dua ratus lima puluh koma lima lima) haktare
terdapat di:
a. SWP L.A pada Blok [.A.4;
b. SWP 1.B pada Blok 1.B.3; ‘
c. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
d. SWP L.E pada seluruh Blok.
Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode
HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 414,82 (empat ratus empat belas koma delapan dua)
hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
c. SWPI.C pada Blok I.C.2;
d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
e. SWP LE pada seluruh Blok.

Paragraf 1

Zona Pertanian

Pasal 33
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf b dengan luas 1.323,14 (seribu tiga ratus dua
puluh tiga koma satu empat) hektare meliputi:
a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
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Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 30,70 (tiga puluh
koma tujuh nol) hektare terdapat di:

a. SWPI.A pada Blok 1.A.1, Blok [.A.2, dan Blok 1.A.4; dan

b. SWP I.D pada seluruh Blok.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.292,21 (seribu
dua ratus sembilan puluh dua koma dua satu) hektare
terdapat di:

a. SWP I.A pada seluruh Blok;

b. SWP 1.B pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3;

c. SWPI.C pada Blok 1.C.2;

d. SWP 1.D pada seluruh Blok; dan

e. SWP L.E pada seluruh Blok.

Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,24 (nol koma
dua empat) hektare terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 34

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf ¢ dengan luas 1,19 (satu koma satu
sembilan) hektare meliputi Sub-Zona perikanan tangkap
dengan kode IK-1.

Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan 1,19 (satu koma satu
sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 35
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas
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0,50 (nol koma lima nol)] hektare berupa Sub-Zona
pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) hektare terdapat di SWP
[.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 36
Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf e dengan luas 7,25 (tujuh koma dua
lima) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 7,25 (tujuh koma dua lima) hektare
terdapat di SWP I.C pada Blok 1.C.2.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 37
Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf f dengan luas 266,63 (dua ratus enam
puluh enam koma enam tiga) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan
kode R-1;
b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
dan
d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
6,70 (enam koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP 1.C pada
Blok I.C.1.
Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas

10,30 (sepuluh koma tiga nol) hektare terdapat di:
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a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.4; dan
b. SWP I.C pada seluruh Blok.
Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas
150,91 (seratus lima puluh koma sembilan satu) hektare
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok [.A.4;
b. SWP I.B pada Blok [.B.2 dan Blok 1.B.3;
c. SWPI.C pada Blok I.C.2;
d. SWPI.D pada Blok 1.D.1;
e. SWP LE pada seluruh Blok.
Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas
98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh dua) hektare
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok [.A.3;
b. SWPI.B pada Blok I.B.3;
c. SWPI.C pada Blok I.C.2;

SWP 1.D pada seluruh Blok; dan
e. SWP L.LE pada seluruh Blok.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas 38,23 (tiga
puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,99 (dua
puluh empat koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok [.A.2 dan Blok 1.A.4;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2;
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c. SWP LE pada Blok L.E.1.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
8,07 (delapan koma nol tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok 1.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.4;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.3;

c. SWPI.C pada Blok 1.C.2; dan

d. SWP LE pada Blok LLE.1.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas
5,04 (lima koma nol empat) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.4;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.3;

c. SWPI.C pada Blok 1.C.1;

d. SWP L.D pada Blok I.D.1; dan

e. SWP L.E pada seluruh Blok.

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,13 (nol koma
satu tiga) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

b. SWP L.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 39
Zona ruang terbuka mnon hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas
8,23 (delapan koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona ruang
terbuka non hijau dengan kode RTNH.
Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,23
(delapan koma dua tiga) hektare terdapat di SWP [.B pada
Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3.
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Paragraf 8

Zona Campuran

Pasal 40
Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf i dengan luas 181,09 (seratus delapan puluh
satu koma nol sembilan) hektare meliputi:
a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1;
dan
b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2.
Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
9,78 (sembilan koma tujuh delapan) hektare, terdapat di SWP
[.B pada Blok [.B.1.
Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan luas 171,31 (seratus tujuh puluh satu koma tiga satu)
hektare, terdapat di:
a. SWP L.A pada seluruh Blok;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
SWP 1.C pada seluruh Blok;
d. SWP IL.D pada Blok I.D.1; dan
e. SWP LE pada seluruh Blok.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 41
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dengan luas 72,51 (tujuh
puluh dua koma lima satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode
K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-
2; dan
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c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode
K-3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas

53,16 (lima puluh tiga koma satu enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok 1.A.3 dan Blok 1.A.4; dan

b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2;

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Iluas

18,20 (delapan belas koma dua nol) hektare terdapat di:

a. SWP 1.A pada Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.3;

b. SWP L.B pada seluruh Blok; dan

c. SWP I.C pada seluruh Blok.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas

1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok 1.A.1;

b. SWP 1.B pada Blok 1.B.3;

c. SWPI.D pada Blok I.D.1; dan

d. SWP L.E pada Blok I.E. 1.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 42
Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf k dengan luas 85,73 (delapan puluh
lima koma tujuh tiga) hektare berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT.
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 85,73 (delapan puluh
lima koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.4;
b. SWP I.B pada seluruh Blok; dan
c. SWP L.E pada seluruh Blok.
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Paragraf 11

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 43
Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf I dengan luas 4,66 (empat
koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan
persampahan dengan kode PP.
Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,66 (empat
koma enam enam) hektare terdapat di:
a. SWP L.A pada Blok [.A.4;
b. SWP L.D pada Blok 1.D.2; dan
c. SWP LE pada Blok I.LE.1.

Paragraf 12

Zona Transportasi

Pasal 44
Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf m dengan luas 4,17 (empat koma satu
tujuh) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,17 (empat koma satu
tujuh) hektare terdapat di:
a. SWPI1.B pada Blok I.B.1; dan
b. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 13

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n dengan luas
2,48 (dua koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona

pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
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Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,48 (dua
koma empat delapan) hektare terdapat di:

a. Rencana Posal di SWP 1.B pada Blok 1.B.2

b. Posal Wawonii di SWP [.B pada Blok 1.B.3; dan

c. Koramil 1417-01/Wawonii di SWP 1L.E pada Blok I.E. 1.

Paragraf 14

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 46
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf o dengan luas 0,35 (nol koma
tiga lima) hektare meliputi Sub-Zona instalasi pengolahan air
minum (IPAM) dengan kode PL-3.
Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode
PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,35
(nol koma tiga lima) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok [.A.4; dan
b. SWP L.B pada Blok 1.B.3.

Paragraf 15
Zona Badan Jalan

Pasal 47

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf p dengan luas 77,10 (tujuh puluh tujuh
koma satu nol) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan
kode BJ.

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 77,10 (tujuh puluh tujuh
koma satu nol) hektare terdapat di seluruh Blok.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d terdiri dari:
a. pelaksanaan KKKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan KKKPR

Pasal 49
(1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Langara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Kedua

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 50
(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
a. program perwujudan;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
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(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat
di SWP dan/atau Blok pada wilayah perencanaan Kawasan
Perkotaan Langara.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
dan/atau

c. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri dari:

a. kementerian/lembaga;

b. organisasi perangkat daerah;

c. swasta;

d. masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2024;

b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;

c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;

d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
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aturan dasar; dan

Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 52

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a,

meliputi:

a.
b.

o

R

(1)

(2)

(3)

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan

ketentuan khusus.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 53
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
a. klasifikasi 1 merupakan pemanfaatan
diperbolehkan /diizinkan;
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara
terbatas;
c. Kklasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu;
dan/atau
d. Kklasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.
Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan lahan yang
diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi [ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan
dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang
sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat
secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan
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(5)

(6)

- 42 -

penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional
kegiatan;

b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas, baik dalam bentuk
pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam
sub-zona, dengan tujuan untuk tidak mengurangi
dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;

c. Kklasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika
pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani
kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka
pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau
diizinkan terbatas sesuai dengan pertimbangan khusus;

d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan penambahan dan/atau
pengembangan pemanfaatan ruang memperhatikan
ketentuan yang diatur dalam teknik pengaturan zonasi
pengendalian pertumbuhan (growth control) dengan kode
k; dan

e. klasifikasi TS5 yaitu terbatas pada kegiatan industri mikro
dan kecil.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat
tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan
lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu,
berupa persyaratan umum dan persyaratan Kkhusus
mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak
yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan
tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau
menghitung dampak lingkungan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan
lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan
lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak
yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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Zona Lindung; dan

Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

meliputi:

a.

Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-
Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-

e A LI IR B

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan
air dengan kode BA.

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b

meliputi:

a.

Zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi:

1. Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT;
dan

2. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK.

Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan

3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona

Perikanan Tangkap dengan kode IK-1;

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona

pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R meliputi:
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1. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan
kode R-1;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-
2

3. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3; dan

4. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
dan

4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;

Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1;
dan

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang
dengan kode C-2.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1;

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2; dan

3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona

perkantoran dengan kode KT,

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona

pengelolaan persampahan dengan kode PP;

. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona

transportasi dengan kode TR;

. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
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(1)

(2)

(1)
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0. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-
Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode
PL-3; dan

p. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan
jalan dengan kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 54
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
d. luas kaveling minimum;
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 55
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 huruf ¢ meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

c. Jjarak bebas antar bangunan minimal; dan
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d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB)
minimum.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 56
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf d mengatur jenis prasarana
dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada
setiap zona peruntukan.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar
fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang
nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai
agar zona berfungsi secara optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 57

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e

terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

kawasan rawan bencana;
tempat evakuasi bencana; dan

kawasan sempadan.

Pasal 58
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
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kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan

kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:

SWP LA pada seluruh Blok;

SWP 1.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.3;

SWP I.C pada seluruh Blok;

SWP 1.D pada Blok 1.D.1; dan

SWP LE pada Blok 1.E.2.

Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.B pada Blok 1.B.3;
Sub-Zona taman kota terdapat di SWP 1.B pada Blok [.B.1;

o K e

Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada
Blok 1.B.1;

Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.4;

2. SWP 1.B pada Blok [.B.2; dan

3. SWP I.E pada Blok 1.E.2.

Sub-Zona taman RW terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok [.B.3; dan

2. SWPIL.D pada Blok 1.D.1.

Sub-Zona taman RT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.4;

2. SWPI.B pada Blok I.B.3; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona jalur hijau terdapat di:

1. SWP I.A pada seluruh Blok;

2. SWP L.B pada seluruh Blok;

3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan

4. SWP I1.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona hutan produksi terbatas terdapat di:
1. SWPI.B pada Blok 1.B.3;

2. SWP I1.D pada Blok 1.D.2; dan

3. SWPIL.E pada Blok l.LE.1.

Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat
di:

1. SWP 1.A pada Blok [.A.4;
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2. SWP 1.B pada Blok I.B.3;

3. SWP L.D pada Blok 1.D.2; dan

4. SWP L.E pada seluruh Blok.

Sub-Zona hortikultura terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, dan Blok 1.A.4; dan
2. SWP L.D pada Blok 1.D.1.

Sub-Zona perkebunan terdapat di:

SWP I.A pada seluruh Blok;

SWP 1.B pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3;

SWP 1.C pada Blok I.C.2;

SWP 1.D pada seluruh Blok; dan

SWP LE pada seluruh Blok.

. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP [.A pada Blok 1.A.1;
Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1;

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP 1.D
pada Blok I.D.1;

Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di
SWP 1.C pada Blok I.C.1;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:

1. SWPI.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.4; dan

2. SWPI1.C pada Blok I.C.1.

-

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok 1.A.1 dan Blok 1.A.4;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3;

3. SWPI.C pada Blok I.C.2;

4. SWPI1.D pada Blok 1.D.1; dan

5. SWP LE pada seluruh Blok.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok 1.A.3;

2. SWPI1.B pada Blok 1.B.3;

3. SWP I.D pada seluruh Blok; dan

4. SWP LE pada seluruh Blok.

Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.2 dan Blok I1.A.4; dan

2. SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2.

. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
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SWP 1.A pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok 1.A.4;

SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.3;

SWP 1.C pada Blok 1.C.2; dan

SWP 1L.E pada Blok I.E. 1.

v. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:

SWP 1.A pada Blok [.A . 4;

SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Blok [.B.3;

SWP 1.C pada Blok I.C.1;

SWP I.D pada Blok 1.D.1; dan

SWP LE pada Blok I.E.2.

w. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
1. SWP 1A pada Blok I.A.1; dan
2. SWP LD pada Blok 1.D.1.

X. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP 1.B
pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3.

y. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP 1.B
pada Blok I.B.1;

z. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat
di:

i o

o R

SWP I.A pada seluruh Blok;

SWP 1.B pada Blok I.B.2 dan Blok [.B.3;

SWP I.C pada seluruh Blok;

SWP 1.D pada Blok I.D.1; dan

SWP L.E pada Blok .LE.2.

ae. Sub Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.3 dan Blok 1.A.4; dan
2. SWP L.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2.

L

aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.2 dan Blok .A.3;
2. SWP I.B pada seluruh Blok; dan
3. SWPI.C pada Blok I.C.1.
ab. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok .A.1;
2. SWPI1.B pada Blok I.B.3;
3. SWP1.D pada Blok 1.D.1; dan
4. SWP LE pada Blok [LE.1.

ac. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
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1. SWP I.A pada Blok 1.A.2 dan Blok 1.A.4;

2. SWP L.B pada seluruh Blok; dan

3. SWP LE pada Blok LE.1.

Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP 1.A
pada Blok 1.A.4;

Sub-Zona transportasi terdapat di:

1. SWP 1.B pada Blok I.B.1; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP [.B
pada Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3; dan

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdapat
di:

1. SWP LA pada Blok [.A.4; dan

2. SWP 1.B pada Blok .B.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut:

a.

bertujuan untuk mengurangi kerugian dan menurunkan
dampak akibat bencana banjir yang memiliki risiko
bencana banjir tinggi;
pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan
untuk mitigasi bencana;
penyediaan ruang air yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan faktor berikut:
1. penyediaan resapan dan tampungan air dan debit
banjir;
tata dan pola pengaliran air;
dapat dikembangkan sebagai perwujudan kerangka
hijau biru yang berkelanjutan; dan
4. penyediaan ruang air dilakukan melalui kajian
kebutuhan ruang air sebagai resapan, limpasan air
permukaan, air hujan dan/atau debit banjir dan/atau
melalui rencana induk sumber daya air dan drainase.
penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian
banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
membatasi dan mengurangi kegiatan penimbunan atau

urugan pada lahan rawa serta menjaga keseimbangan dan
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kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi
dan manfaat rawa;
f. mendukung dan memperkuat kebijakan regulasi tentang
bangunan panggung;
g. mendukung dan memperkuat kebijakan regulasi mitigasi
pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana banjir;
h. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana sementara;
dan
i. penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian
informasi intensitas curah hujan tinggi.
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
1. SWP LA pada seluruh Blok;
2. SWP 1.B pada seluruh Blok;
3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan
4. SWP L.D pada Blok I.D.1.
b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.3;
c. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP 1.B pada Blok 1.B.1;
Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP [.B pada
Blok 1.B.1;
e. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.4;
2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
3. SWPI.C pada Blok I.C.2;
f. Sub-Zona taman RW terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok [.B.3; dan
2. SWPL.D pada Blok 1.D.1.
g. Sub-Zona taman RT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.4;
2. SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan
3. SWPI.C pada Blok 1.C.1.
h. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
1. SWP 1A pada seluruh Blok;
2. SWP L.B pada seluruh Blok;
3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan
4. SWPI1.D pada Blok I.D.1
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Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat
di SWP 1.B pada Blok 1.B.3;

Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP [.A pada Blok
I.LA.1, Blok 1.A.2, dan Blok 1.A.4;

Sub-Zona perkebunan terdapat di:

1. SWP LA pada seluruh Blok;

2. SWP I.B pada Blok [.B.2 dan Blok 1.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan

4, SWPIL.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona peternakan terdapat di SWP 1.A pada Blok I.A.1;
. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1;

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP 1.D
pada Blok [.D.1;

Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.2;
Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di
SWP 1.C pada Blok I.C.1;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:

1. SWP 1A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.4; dan

2. SWPI.C pada seluruh Blok.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:

1. SWP L.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.4;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3;

3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan

4. SWP I.D pada Blok 1.D.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.LA.3;

2. SWP LB pada Blok [.B.3;

3. SWPI.C pada Blok I.C.2; dan

4. SWPI.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok 1.A.2 dan Blok [.A.4; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.2.

Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:

1. SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok [.LA.2, dan Blok 1.A.4;

2. SWP 1.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.3; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.2.
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Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:

1. SWP LA pada Blok 1.A.4;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.3;

3. SWPI.C pada Blok I.C.1; dan

4. SWP I.D pada Blok 1.D.1.

Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP [LA pada Blok
I.A.1;

Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP 1.B
pada Blok [.B.2 dan Blok 1.B.3;

Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP 1.B
pada Blok I.B.1;

Sub-Zona  campuran intensitas menengah/sedang
terdapat di:

1. SWP 1. A pada seluruh Blok;

2. SWP 1.B pada Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3;

3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan

4. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:

1. SWP LA pada Blok I.A.3 dan Blok [.A.4; dan

2. SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Blok I.B.2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:

1. SWP LA pada Blok I.A.2 dan Blok 1.A.3;

2. SWP I.B pada seluruh Blok; dan

3. SWP I.C pada seluruh Blok.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:

1. SWP 1A pada Blok I.A.1; dan

2. SWPI.B pada Blok 1.B.3.

Sub-Zona perkantoran terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan

2. SWP I.B pada seluruh Blok.

Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP LA
pada Blok [.A.4;

Sub-Zona transportasi terdapat di:

1. SWPI.B pada Blok 1.B.1; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP 1.B
pada Blok [.B.2 dan Blok 1.B.3;
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ah. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdapat
di:
1. SWP I.A pada Blok 1.A.4; dan
2. SWP 1.B pada Blok 1.B.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai

berikut:

a. pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan
untuk mitigasi bencana;

b. pengembangan sistem kawasan aman sementara berupa
bangunan/bukit buatan;

c. jalur evakuasi tsunami dirancang melalui badan jalan
yang ada, yang menjauhi garis pantai, muara sungai dan
badan aliran sungai, serta saluran air yang bermuara di
pantai;

d. penyediaan rambu-rambu evakuasi pada jalur evakuasi;

e. Penyediaan sarana dan prasarana informasi dan
komunikasi peringatan dini;

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59
Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
a. tempat evakuasi sementara (TES); dan
b. tempat evakuasi akhir (TEA).
Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP 1.D pada
Blok 1.D.1.
b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.4;
2. SWP 1.B pada Blok [.B.3; dan
3. SWP LE pada Blok I.LE.2.
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Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub-Zona taman
kecamatan terdapat di SWP [.E pada Blok L.LE. 1.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berada di luar kawasan rawan bencana,

b. jarak tempuh tempat evakuasi sementara dari pusat
permukiman dan/atau pusat aktivitas masyarakat sekitar
400-600 m (empat ratus sampai enam ratus meter);

c. menyediakan sarana dan prasarana minimal evakuasi
bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;

d. memiliki aksesibilitas tinggi, mudah dijangkau dari segala
sisi dengan berjalan maupun berlari; dan

e. memungkinkan untuk diguhakan sebagai tempat tinggal
sementara, dengan syarat minimum sebuah bangunan
yang layak dijadikan sebagai bangunan evakuasi yaitu
memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60
Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:
a. sempadan pantai; dan
b. sempadan sungai.
Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
1. SWP 1A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.3;
2. SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan
3. SWPI.C pada Blok I.C.2.
b. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP [.LA pada
Blok I.A.1;
c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP 1.C pada Blok 1.C.2;
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Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di
SWP I.C pada Blok 1.C.1;

Sub-Zona perumahan Kkepadatan tinggi terdapat di SWP
1.C pada seluruh Blok;

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1;

2. SWP L.B pada Blok 1.B.3; dan

3. SWP L.C pada Blok I.C.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP
I.C pada Blok 1.C.2;

Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:

1. SWP LA pada Blok .A.2; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.1;

Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP 1.B
pada Blok [.B.2;

Sub-Zona  campuran intensitas menengah/sedang
terdapat di:

1. SWP I1.A pada Blok [.A.1 dan Blok 1.A.3; dan

2. SWP I.C pada seluruh Blok.

. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di
SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2;

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:

1. SWP LA pada Blok [.LA.2;

2. SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok I.B.3; dan

3. SWP I.C pada seluruh Blok.

Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok
1B.1;

Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP [.B
pada Blok 1.B.2 dan Blok I.B.3;

Sub-Zona transportasi terdapat di:

1. SWP L.B pada Blok [.B.1; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.1.
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Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP L.LA pada Blok
LA.1;

Sub-Zona perkebunan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok 1.A.4;

2. SWP L.B pada Blok 1.B.3; dan

3. SWP LE pada Blok I.E.2.

Sub-Zona peternakan terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.1;
Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:

1. SWP 1.A pada Blok 1.A.4;

2. SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan

3. SWP LE pada Blok 1.E.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP
I.E pada Blok L.LE.2;

Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.B pada
Blok 1.B.3;

Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP 1.B pada
Blok 1.B.3;

Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP 1.B
pada Blok I.B.1;

Sub-Zona  campuran intensitas menengah/sedang
terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok 1.A.4;

2. SWP I.B pada Blok 1.B.3; dan

3. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:

1. SWP LA pada Blok 1.A.4; dan

2. SWP L.B pada Blok I.B.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP
I.B pada Blok I.B.3; dan

Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP 1.A pada Blok 1.A.2
dan Blok 1.A.4.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
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kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa
kegiatan yang tidak merusak dan tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan pantai;

pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka publik sebesar
20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) persen dari
total kawasan sempadan pantai; dan

permukiman dan/atau bangunan non permukiman yang
bersifat eksisting diizinkan dengan syarat tidak menambah

luasan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a.

pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan
pada kawasan sempadan sungai;

pendirian bangunan baru dalam kawasan sempadan
sungai diizinkan untuk fasilitas kepentingan tertentu
mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
bangunan yang bersifat eksisting diperbolehkan dengan
syarat tidak melakukan penambahan luasan dan
intensitas bangunan, dan secara bertahap dilakukan
penertiban untuk mengembalikan fungsi sempadan
sungai;

menyediakan prasarana pengendalian banjir; dan
mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Kkhusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 61

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 huruf f meliputi:

a.

ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
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b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;

c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak
sesuai dengan PZ; dan

d. aturan peralihan.
Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang
memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan
kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa
ruang yang ditetapkan dalam PZ.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan merupakan
ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dan
memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang
memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang
yvang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak
negatif bagi masyarakat.

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan
RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan
dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan
dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
RDTR.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang

untuk mendukung perwujudan RDTR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak

sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan
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sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin
tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan aturan yang mengatur status Pemanfaatan

Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona.

Bagian Ketiga

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 62

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

huruf b, berupa zona pengendalian pertumbuhan (growth control)

dengan kode k.

(1)

(2)

Pasal 63

Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan
(growth control) dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62, diarahkan untuk pengendalian permukiman suku
bajo, meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di

SWP I.C pada Blok I.C.1; dan

b. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan
(growth control) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. penambahan wunit bangunan dan/atau intensitas

bangunan permukiman diatas air diperbolehkan terbatas
pada Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dan
Sub-Zona  perumahan  kepadatan tinggi dengan
memperhatikan kearifan lokal; dan

diperbolehkan terbatas pada kegiatan bangunan rumah
tinggal, pendidikan, pariwisata, usaha mikro dan Kkecil,
dan pelayanan umum dengan memperhatikan kearifan
lokal.
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BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64
Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan
dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di daerah terdiri atas Perangkat Daerah, Asosiasi
Profesi, Asosiasi Akademisi dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata
kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait koordinasi

penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65
Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Langara adalah 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam periode 5 (lima) tahunan.
Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan
kembali RDTR Kawasan Perkotaan Langara dapat ditinjau
lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang- undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan

undang- undang; atau
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d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati
Konawe Kepulauan tentang RDTR Kawasan Perkotaan
Langara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan
Ruang.

(5 Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan Kkriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis
dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital
nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang RDTR Kawasan
Perkotaan Langara dilengkapi dengan laporan rencana dan
album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 66
Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona hutan produksi yang dapat
dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) huruf b tetap berlaku sampai ditetapkannya
keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau
fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kehutanan.
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Langara yang
diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan
akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme

penerbitan KKPR.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 17 Janvari 2024

Diundangkan di Langara
pada tanggal 17.Janvari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMSKLAN
NIP 19691004 200112 1 003




TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NO &| TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LANGARA

Kawali terdapat di

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerian / I TP-I
Sumber Lembaga yang g : 1 |1[2][3][4]s8|TPm
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan g 2SN e | T (2030 i | e
Pendanaan e Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 (2 | 2 |2 |2 |2 | _ | (2035 | (2040-
Fere B yang yang membidangi Lainnya 0/0 /0|0 0|0 |, 2039) | 2043)
Bid membidangi 22322
£ L8 L6 |- T8[9
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
A Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
a Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
e Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
. pusat pelayanan Pekerjaan Umum
Predinen E .Prasarana, kawasan perkotaan APBD dan Tata Ruang /
Sarana, dan Utilitas Umum -
1.1.1 ) Langara terdapat di Kabupaten - - Perumahan dan Swasta
di Perumahan  untuk
M s ono Ponas Haitsn SWP 1.A pada Blok / Swasta Kawasan
enunjang g [.LA.2 Permukiman
2 Program Pengembangan Permukiman
2.1 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
ze;n:?;lg: :a:n s pusat pelayanan Pekerjaan Umum
Sy g kawasan perkotaan APBD dan Tata Ruang /
Infrastruktur Kawasan .
2.1.1 . . Langara terdapat di Kabupaten E - Perumahan dan Swasta
Permukiman di Kawasan .
Strategi D SWP I.A pada Blok / Swasta Kawasan
trategis 1.A.2 Permukiman
Kabupaten
b Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
® sub pusat pelayanan
Penyediaan Prasarana Lacagere it Pekerjaan Umum
y e ’ | terdapat di SWP LB APBD dan Tata Ruang /
Sarana, dan Utilitas Umum
: } pada Blok 1.B.1; dan | Kabupaten - - Perumahan dan Swasta
di  Perumahan untuk
i it sise Prsiiast Mikisian e sub pusat / Swasta Kawasan
PURIRS g8t funia pelayanan Kawa- Permukiman




SWP LE pada Blok |

pusat lingkungan
rLangara Laut

LE.1
2 | Program Pengembangan Permukiman
e sub pusat
pelayanan Langara
Pembangunan dan | Iwawo terdapat di Pelesina Ulitis
Pengembangan SWP 1.B pada Blok
APBD dan Tata Ruang /
Infrastruktur Kawasan | 1.B.1;dan
2.1.1 . . Kabupaten Perumahan dan Swasta
Permukiman di Kawasan [e sub pusat
. / Swasta Kawasan
Strategis Daerah | pelayanan Kawa- Permukiman
Kabupaten Kawali terdapat di
SWP L.E pada Blok
LE.1
c Pusat Pelayanan Lingkungan
c.1 | Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
pusat lingkungan
Bukit Permai
terdapat di SWP LA
pada Blok [.A.4;
je pusat lingkungan
Lamoluo terdapat di
. SWP 1.B pada Blok Pekesiaen Uipum
Penyediaan Prasarana, | 1.B.2;
.. . APBD dan Tata Ruang /
Sarana, dan Utilitas Umum epusat lingkungan
1.1.1 : Kabupaten Perumahan dan Swasta
di Perumahan untuk | Langaro Bajo
3 ; : . / Swasta Kawasan
Menunjang Fungsi Hunian | terdapat di SWP 1.C Pttt
pada Blok I.C.1;
epusat lingkungan
Langara Indah
terdapat di SWP 1.B
pada Blok I.B.3;




terdapat di SWP L.B
pada Blok 1.B.1;
pusat lingkungan
Langkowala terdapat
di SWP I.C pada Blok
LC.1

pusat lingkungan
Lanowatu terdapat di
SWP 1.B pada Blok
1.B.3;

lpusat lingkungan
Lantula terdapat di
SWP I.B pada Blok
1.B.3;

®pusat lingkungan
Mata Baho terdapat
di SWP L.D pada Blok
L.D.1;

e pusat lingkungan
Mata Langara
terdapat di SWP 1.B
pada Blok [.B.2;
pusat lingkungan
Pasir Putih terdapat
di SWP LA pada Blok
LA.1;

jepusat lingkungan
Wawobili terdapat di
SWP L.E pada Blok
1.LE.2; dan

e pusat lingkungan
Wawolaa terdapat di
SWP LE pada Blok
LE2




2.1.1

Pembangunan dan
Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah
Kabupaten

pusat lingkungan
Bukit Permai
terdapat di SWP LA
pada Blok L.A.4;
jepusat lingkungan
Lamoluo terdapat di
SWP 1.B pada Blok
1.B.2;

le pusat lingkungan
Langaro Bajo
terdapat di SWP 1.C
pada Blok I.C.1;

@ pusat lingkungan
Langara Indah
terdapat di SWP I.B
pada Blok 1.B.3;
lepusat lingkungan
Langara Laut
terdapat di SWP L.B
pada Blok [.B.1;
lepusat lingkungan
Langkowala terdapat
di SWP I.C pada Blok
BC.1;

lepusat lingkungan
Lanowatu terdapat di
SWP 1.B pada Blok
1.B.3;

e pusat lingkungan
Lantula terdapat di
SWP 1.B pada Blok
1.B.3;

[ pusat lingkungan
Mata Baho terdapat
di SWP L.D pada Blok
LR

APBD
Kabupaten
/ Swasta

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang /
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Swasta




terdapat di SWP 1.B
pada Blok 1.B.2;
®pusat lingkungan
Pasir Putih terdapat
di SWP I.A pada Blok
IA.1;

epusat lingkungan
Wawobili terdapat di
SWP L.E pada Blok
1.E.2; dan

pusat lingkungan
Wawolaa terdapat di
SWP LE pada Blok

1.1.1

Pelebaran Jalan
Menambah Lajur

ruas Lamoluo - Mata
Langara (SMA)
melintas di SWP 1.B;
jeruas Langara
(Pelabuhan) - Mata
Langara melintas di
SWP 1.B dan SWP 1.GC;
sruas Pasir putih -
Batumea melintas di
SWP LA;
Lmas Simpang
Lamoluo - Pasir Putih

Rekonstruksi Jalan
(Peningkatan Perkerasan
Jalan)

melintas di SWP LA
dan SWP L.B;

APBD Pekerjaan Umum
Kabupaten dan Tata Ruang
APBD Pekerjaan Umum
Kabupaten dan Tata Ruang




1.1.3

Pemar J cera

Berkala

ruas Sp.3 Baea -
Sp.4 Lamoluo

1.1.4

Pemeliharaan Jalan Secara
Rutin

melintas di SWP LA;
leruas Sp. 3 Langara
(Rujab Bupati) - Pasir
Putih (By Pass)
melintas di SWP LA
dan SWP L.B;

leruas Sp.4 Lamoluo -
Kompleks
Perkantoran Pemda
melintas di SWP LA,
ruas Sp.4 Lamoluo -
Langara (Rujab
Bupati) melintas di
SWP I.A dan SWP L.B;
leruas Sp.4 Lamoluo -
Pasir Putih melintas
di SWP LA;

leruas Wawobili -
Wawolaa melintas di
SWP1.B, SWPI.C,
SWP 1.D, dan SWP
1.E;

leruas Wawolaa - Mata
Iwoi melintas di SWP
I.LE; dan

ruas jalan kolektor
primer melintas di
SWP 1L.B

Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Pembangunan Jalan

ruas Sp.3 Langara
(Rujab Bupati) -
Pasir Putih (By Pass)
melintas di SWP LA
dan SWP L.B

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Jalan Lokal Primer




Pelaran T Jalan 7

1.1.1 APBD Pekerjaan Umum
Menambah Lajur Kabupaten dan Tata Ruang
® -

1.1.2 (éﬁﬁm Perke::::: AFER s
Jalan) j - Kabupaten dan Tata Ruang

1.1.3 Pemeliharaan Jalan Secara xsn‘;l;n R S APBD Pekerjaan Umum

" | Berkala Kabupaten dan Tata Ruang
1.1.4 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum
Rutin Kabupaten dan Tata Ruang -
APBD Pekerjaan Umum
lokol | Pembengubu St Kabupaten dan I’:ll"a.ta. Ruang
c Jalan Lingkungan Sekunder
1

111 Pelcbaran Jalan Menu;u Pekerjaan Umum
Standar Kabupaten dan Tata Ruang
P san Lahan/Tanah

1.1.2 u:nt:E:ba Penyelenglgaraan i S

Kabupaten dan Tata Ruang
Jalan
APBD Pekerjaan Umum

12,3 | Penleangnnes dele melintas di seluruh | Kabupaten dan l:‘ata Ruang
Rekons si J SWP :

1.1.4 (Peni:glt::t:n Perker:;: RN eI Ui

Kabupaten dan Tata Ruang
Jalan)

1.1.5 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum
Berkala Kabupaten dan Tata Ruang

1.1.6 Pemeliharaan Jalan Secara APBD Pekerjaan Umum
Rutin Kabupaten dan Tata Ruang

d Jalan Menuju Moda Transportasi Umum

‘ Pelebaran Jalan Menu_pu

Standar

Kabupaten

R S e AR
D

Pekerjaan Umul;x
dan Tata Ruang




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
: I
Kementerian / -I =
No Program Utama Lokasi Sumber H:MM Perangkat Daerah | Pemangku | 1 | ! g 10 ;r;:: TPIV | TPV
W,U“ Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 |2 [ 2 | 2 | 2 |7 " | (2035 | (2040
Peseriistalias di yang membidangi Lainnya ::::::zowmw)
membidangi
e 4a|s5|6|7|8 |9
Pembebasan Lahan/Tanah APBD Pekecinan niiin
1.1.2 | untuk Penyelenggaraan - -
Kabupaten dan Tata Ruang
Jalan
APBD Pekerjaan Umum
il D Kabupaten . dan r']I‘a';.ter. Ruang 3
1.1.4 Pemeliharaan Jalan Secara APBD 2 Pekerjaan Umum .
Berkala Kabupaten dan Tata Ruang
1.1.5 Pemeliharaan Jalan Secara APBD ) Pekerjaan Umum .
Rutin Kabupaten dan Tata Ruang
e Terminal Penumpang Tipe C
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Penyusunan Rencana APBD
1.1.1 | Pembangunan  Terminal - Perhubungan :
. Kabupaten
Penumpang Tipe C
Pembebasan Lahan / APBD Perumahan dan
1.1.2 | Tanah untuk Kabasgiton - Kawasan =
Penyelenggaraan Terminal | Terminal Langara Permukiman
1.1.3 Pembangunan Gedung | terdapat di SWP 1.B APBD o Pekerjaan Umum )
Terminal pada Blok 1.B.1 Kabupaten dan Tata Ruang
Pengelolaan 'Termmal APBD
1.1.4 | Penumpang Tipe C Kabtinapet - Perhubungan -
(Kabupaten)
Pengembangan Sarana dan APBD
AelS Prasgarana Tgerminal Kabupaten ¥ e i
f Terminal Barang
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 | Pengelolaan Terminal Barang
Penyusunan Rencana Pekerjaan Umum
1.1.1 | Pembangunan  Terminal | Terminal Barang APBN dan Perumahan - -
Barang Langara terdapat di Rakyat
Pembebasan Lahan/Tanah | SWP [.B pada Blok Pekerjaan Umum
1.1.2 | untuk Penyelenggaraan | [.B.1 APBN dan Perumahan - -

Terminal Barang

Rakyat




Pekexj mum

1.1.3 ::mmf’in alg‘;n;:ng Grdtng APBN dan Perumahan . .
Rakyat
1.1.4 A S Fne APBN Perhubungan - -
Barang
1.1 | Pengembangan Sarana dan R B o oonoon] S :
Prasarana Terminal
Rakyat
4 Jembatan
1
1.1 e R ST
APBN / Cipta Karya
Blok; APBD Pekerjaan Umum Bina Pelterfans Usm
1.1.1 | Pembangunan Jembatan |[#SWP L.B pada seluruh| Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang
Blok; APBD Rakyat dan Tata
@ SWP I.C pada Blok Kabupaten Ruang
LC.1; Cipta Karya
e g Prﬁ:i?ll:i / D Pekerjaan Umum
1.1.2 | Rehabilitasi Jembatan seluruh Blok; dan - Konstruksi
APBD dan Tata Ruang
SWP L.E pada seluruh Kablipaten dan Tata
Blok. Ruang
h
1
Pengoperasian
1.1.1 | Pemeliharaan Pelabuhan APBN Perhubungan = -
Penyeberangan Kelas IT
Pengawasan Pelabuhan Langara APED
1.1.2 | Pengoperasian Pelabuhan | terdapat di SWP 1.B Kalnagates - - Perhubungan
Penyeberangan Kelas II pada Blok 1.B.1
Pemenuhan Fasilitas
1.1.3 | Pelayanan Angkutan APBN Perhubungan = -
Penyeberangan Kelas II
i Pelabuhan Pengumpul
3 | Program Pengelolaan Pelayaran




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerian / kat -I i
¢ SRR i Sumber .u"“""‘”m‘ Daerah | Perangkat Daerah | Pemangku | 1 "3"5;';:;'rr-w TPV
Pendanaan “”‘u”“""“‘ Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 (2 (2 |2 |2 |2 |0 | (2035 | (2040-
yang membidangi Lainnya o|o|/o0|0|0|O 2039) | 2043)
Pmcﬂntdmﬂm@m 2322223934')
Pilang 4|5|6|7 |89
1.1 | Pengelolaan Pelabuhan Pengumpul
Pengoperasian dan
1.1.1 | Pemeliharaan Pelabuhan APBN Perhubungan - - -
Pengumpul
Pengawasan Pelabuhan Langara
1.1.2 | Pengoperasian Pelabuhan | di SWP [.B pada Blok APBN Perhubungan - - -
Pengumpul I.B.1
Pemenuhan Fasilitas T
1.1.3 | Pelayanan Angkutan APBN Perhubungan - - -
Pelabuhan Pengumpul
i | Pangkalan Pendaratan Ikan
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1.1 | Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan
Penyusunan Rencana APBN / Vet don Kelautan
1.1.1 | Pangkalan Pendaratan APBD : dan - s
= Perikanan g
Ikan Provinsi Perikanan
Pangkalan APBN / Kelautan
1.1.2 g::g;"i::ﬁ‘;npangk‘ﬂm Pendaratan Ikan APBD K‘::;:;Z“n:j“ dan s .
Langara terdapat di Provinsi Perikanan
SWP [.A pada Blok APBN /
Pemeliharaan Pangkalan gt AP.BD. Kelautan dan Kewutan .
1.}.3 Petibaritar: B Provinsi / Pt dan Perikanan -
APBD Perikanan
Kabupaten
Cc Rencana Jaringan Energi
a Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
1.1 | Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Diesel (PLTD)
Pengembangan PLTD Langara Iwawo APBN / PT. ) =
1.1.1 PembangkitgListrik Tenaga | terdapat ¢ bk o M7 | oysdeh Roshe : " T 5and
> Daya Mineral BUMN
Diesel (PLTD) pada Blok 1.D.1 BUMN .
b Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 | Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik




~ Pelaksana & Waktu Pelaksanaan
™
Kementerlan / | . . X e
1 |/1|{2|3|4 |5 |TPm
o e S P::mber mmi Daerah | Perangkat Daerah | Pemangku aosa | EIF | TN
danaan v Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 (2 |2 |2 |2 |2 | | (2035 | (2040-
Pem JII "“I d yang yang membidangi Lainnya 20 : : : : : 2034) 2039) | 2043)
membidangi
g 4| 5|6 | 7|89
Pengembangan Jaringan { ;
Transmisi Saluran Udara R N PR ST Energi dan Sumber PT. PLN/
k3.3 Tegangan Menengah FRELR, BRarLD, PN / Daya Mineral § i BUMN
dan SWP LE BUMN
(SUTM)
c Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
: Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
~ 1.1 | Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik 5
Pcngem.bz.!.ngan e i melintas di seluruh ey A Energi dan Sumber PT. PLN/
1.1.1 | Transmisi Saluran Udara SWE PLN / Diye Meiwal - - BUMN
Tegangan Rendah (SUTR) BUMN
d Gardu Listrik
d.1 | Gardu Distribusi
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi
SWP I.A pada Blok
ILA.1, Blok [.A.2,
dan Blok .LA.4;
Optimalisasi dan ®SWP 1B pada APBN / PT. Enseingl i Snmbet PT. PLN/
1.1.1 | Pengembangan Gardu | seluruh Blok; PLN / Beja Mineysl - = BUMN
Distribusi SWP 1.D pada Blok BUMN
I.D.1,; dan
SWP L.E pada
seluruh Blok.
D Rencana Jaringan Telekomunikasi
a Jaringan Tetap
a.l1 | Jaringan Serat Optik
1 Program Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik
1.1 | Rencana Pengembangan Jaringan Serat Optik
- APBN /
APBD
Pengembangan Jaringan | melintas di seluruh frgniey Komunikasi dan Komun'ﬂcasx. ET- TR
111 Serat Optik SWP /P, Tt = lnformankg dan BUMN/
Telkom / Persandian Swasta
BUMN /
Swasta




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerian / P kat -1 i
. e W smhum‘:“"”‘""" mwtmmpmllza‘smmwmv
m’w“mwwmlmmmazzaz:_mﬁm
membidangi Lainn: o|0|0|0|O0 ] O
Pemeﬂntlhudimm,.::“dm “222222203"
Py 45|66 |7|8]|9
APBN /
APBD
. Kabupaten . ; Komunikasi, PT. Telkom/
1.1.2 g‘;’r‘::agﬁsan Saringen / PT. K°I’2};’;‘nk:§‘k:a“ : Informatika dan BUMN/
Telkom / Persandian Swasta
BUMN /
Swasta
a.2 | Kotak pembagi
1 Program Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Tetap
1.1 | Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap
fe SWP 1.A pada Blok
1.A.1, Blok I.A.2,
dan Blok [.LA.4; APBD
e SWP 1.B pada Kabupaten
Pengembangan dan/atau | seluruh Blok; / PT Komunikasi, PT. Telkom/
1.1.1 | Pemeliharaan Kotak |#SWP I.C pada ) - - Informatika dan BUMN/
- Telkom / ;
Pembagi seluruh Blok; MN / Persandian Swasta
| SWP LD pada Blok E;l\-lfasta
1.D.1; dan
SWP LE pada
rselumh Blok.
b Jaringan Bergerak Seluler
b.1 | Menara Base Transceiver Station (BTS)
1 Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan
1.1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
®SWP [.A pada Blok
I.LA.2 dan Blok 1.A.4;
e SWP I.B pada seluruhl
1.1.1 | base . anseetver  station | B BUMN / : : ; pimen
®SWP I.C pada Blok Swasta Swasta
(BTS)
I1.C.1;: dan
e SWP LE pada Blok
LE.2
2 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan

oleh Daerah Provinsi




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerian / P kat -1 A
Lembaga yang I a3 & 5T ‘
No Program Utama Lokasi Sumber Meny Daerah Perangkat Daerah | Pemangku @oso | TPV TP-V
Pendanaan Ba Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 | 2 | 2 | 2 |2 | 2 | | (2035 | (2040-
P intal yang yang Lain (1] 2039) | 2043
d’mmbidn;i e i ::::2:2' ’
Bidang 4.8 1671819
2.1 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
»SWP I.A pada Blok
I.A.2 dan Blok 1.A.4;
Pengendalian dan SN Ly sehiriily AP Komunikasi,
Blok; Kabupaten 3 BUMN /
2.1.1 | Pengaturan Menara base - - Informatika dan
; 5 @SWP I.C pada Blok [/ BUMN / : Swasta
transceiver station (BTS) Persandian
I.C.1; dan Swasta
» SWP LE pada Blok
1.E.2
E Rencana Jaringan Sumber Daya Air
a Sistem Pengendalian Banjir
a.1 | Jaringan Pengendalian Banjir
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk APBN / Pekerjaan Umum :
1.1.1 | Konstruksi Pengendali APBD dan Perumahan - Pde:;:r,i]::: I;J:er]xm -
Banjir, Drainase Utama | SWP LA, SWP L.B, Kabupaten Rakyat 5
Perkotaan dan Pengaman | dan SWP LE.
Pantai
APBN / Pekerjaan Umum :
1.1.2 gzrn“}i’:mg““a“ s APBD dan Perumahan : P;::r,ﬁi‘: ;;:;m -
J Kabupaten Rakyat g
F Rencana Jaringan Air Minum
a Unit Air Baku
a.l | Bangunan Pengambil Air Baku
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 | Peningkatan Kapasitas dan/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
ber air Lanowatu APBD ;
Peni B e P u
.11 P::mgk:itla.:jr eanps terdapat di SWP 1.D Kabupaten - - ;::1}2?: Rurf::xm BUMD
g s pada Blok I.D.2; dan | / BUMD g
_ : esumber air Mata APBD ;
112 | Operasl dan Pemeliharaan ['g.p,; terdapat di SWP| Kabupaten : ; o ommiumt
" e 1.D pada Blok L.D.1 / BUMD ata g




Waktu Pelaksanaan

TP
Kementerian / -I e
5 | TP-
e e s Sumber | Lembagsyang Perangkat Dacrah | Pemangku | | 1|2 3|4 b TPV
PUnmnan 71?“‘”“‘*‘“ Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 | 2 | 2 [ 2 | 2 A (2040-
Pemioritahuis yang membidangi Lainnya : g : : g : 2034) 2043)
: membidangi
i 45|67 |8|9
b Unit Produksi
b.1 | Bangunan Penampung Air
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 | Peningkatan Kapasitas dan/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Rehabilitasi Embung dan |e Reservoir Sumber Airf APBD X Pekerjaan Umum 3
Penampungan Air Lainnya | Kandu - Kandunga Kabupaten dan Tata Ruang
terdapat di SWP LA
pada Blok 1LA.4;
" . ® Bak Langara Indah
1.1.2 gx}::j:g d:;:z:sz:l:;iﬁmg terdapat di SWP 1L.B APBD . Pekerjaan Umum s
Afr Lajonya pada Blok 1.B.3; dan | Kabupaten dan Tata Ruang
e Bak Lanowatu
terdapat di SWP 1.B
pada Blok 1.B.3
b.2 | Jaringan Transmisi Air Minum
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 | Peningkatan Kapasitas dan/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Jaringan e Pekerjaan Umum
Lk Transmisi Air Minum eSWP L.A; Fabeaien T dan Tata Ruang Bemb
- : SWP L.B; dan A
Operasi dan Pemeliharaan APBD S
; ! . ®SWPILD. Pekerjaan Umum
1.1.2 | Jaringan Transmisi Air Kabupaten - den Tata Ruang BUMD
Minum / BUMD
c Unit Distribusi
c.1 | Jaringan Distribusi Pembagi
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 | Peningkatan Kapasitas dan/atau Pemeliharaan BangunanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1

Pembangunan  Jaringan
Distribusi Pembagi

melintas di seluruh

112

Peningkatan Jaringan
Distribusi Pembagi

SWP

APBD
Kabupaten Pekerjaan Umum PDAM /
/ PDAM / i dan Tata Ruang BUMD
BUMD
APBD
Kabupaten Pekerjaan Umum PDAM /
/ PDAM / ) dan Tata Ruang BUMD

BUMD




Pelaksana : Waktu Pelaksanaan
T
Kementerian / -1 ity
Lembaga yang | 1 |1[2[3]a4]s5|TPm
U Lokasi Sumber N Perangkat Daerah | Pemangku ; (2030
Pendmm"‘”""““u . Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 |2 |2 |2 |2 [
: : : 0o/0 |0
Perassiitalian & m‘mwwmm:::zzznm’
Wlany 4|5|6 7|80
: : APBD ;
?ﬁggazlndm Pem;?sl:;rbaa; Kabupaten ) Pekerjaan Umum PDAM /
Pembga ; A / PDAM / dan Tata Ruang BUMD
& BUMD
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Non Domestik
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
g:zzl;;l;t:&/ljt;r;zgkatar;/ APBD Pekerjaan Umum
. ‘r IPAL Puskesmas Kabupaten - dan Tata Ruang / Swasta
Sistem Pengelolaan Air ’
Limhiah Hen Diomedik Langara terdapat di / Swasta Kesehatan
: : SWP L.E pada Blok :
Operasi dan Pemeliharaan LE.1 APBD Pekerjaan Umum
Sistem Pengelolaan Air | Kabupaten - dan Tata Ruang / Swasta
Limbah Non Domestik / Swasta Kesehatan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten
APBN Pekerjaan Umum
Pembangunan/Penyediaan APBD/ Pekerjaan Umum dan Tata Ruang /
IPAL Skala Kawasan dan Perumahan Perumahan dan Swasta
: SWP LA pada Blok Kabupaten
Tertentu/Permukiman Rakyat Kawasan
I.A.1 dan Blok 1.A.4; / Swasta :
SWP 1B pad L
Rehabilitasi/Peningkatan / o g Pekerjaan Umum
; seluruh Blok; APBN / 5
Perluasan Sistem Pekerjaan Umum dan Tata Ruang /
. ; SWP I.C pada APBD
Pengelolaan Air Limbah dan Perumahan Perumahan dan Swasta
Domestik Terpusat Skala s A Talapaten R t Kawasan
o T e SWP 1.D pada Blok / Swasta akya :
Permukiman 1D.1: dan Permukiman
i Pekerjaan Umum
Operasi dan Pemeliharaan PS:T;E giia A:]?;D/ Pekerjaan Umum dan Tata Ruang /
IPAL  Skala Kawasan ’ o o dan Perumahan Perumahan dan Swasta
Tertentu /Permukiman gmeen Rakyat Kawasan

/ Swasta

TermRa




Pelaksana : Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerian / Recanuiat I i
s R : Sumber n::"""""" Dacrah | Perangkat Daerah | Pemangkn | 1 | 1|2 |3 |4 |S m TPV | TPV
Pendanaan ’m""u mmwmlmnmumzzzzzz_(mm
Pemerlntalm.n"dl yang yang membidangi Lainnya oooooommm
 membidangi 23 a2 |2
Mdnny 4|5|l6|7|8 |9
c Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
1.1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah B3 dalam Daerah Kabupaten
Pembangunan /Penyediaan Pekerjaan Umum
;i APBD
1.1.1 Sistem Pengelolaan RaBhrpaton . i dan Tata Ruang / Switaia
Limbah Bahan Berbahaya 7 Swlinta Kesehatan /
dan Beracun Lingkungan Hidup
Rehabilitasi/ Penmglcetan / | SPL B3 RSUD Pekerjasin: Unsiain
Perluasan Sistem | Kabupaten Konawe APBD dain Tota Ritang /
1.1.2 | Pengelolaan Limbah Bahan | Kepulauan terdapat Kabupaten - - Kesehatan / Swasta
Berbahaya dan Beracun | di SWP I.A pada Blok | / Swasta . -
Lingkungan Hidup
(B3) LA.2
Operasi dan Pemeliharaan Pekerjaan Umum
; APBD
1.1.3 Sistem Pengelolaan RKelidipstin ) i dan Tata Ruang / Swasta
Limbah Bahan Berbahaya / Swasta Kesehatan /
dan Beracun (B3) Lingkungan Hidup
H Rencana Jaringan Persampahan
a Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi, dan APBN / Pekerjaan Umum
1.1.1 | Teknis Sistem Pengelolaan APBD dan Perumahan - Lingkungan Hidup -
Persampahan TPS3R Kabupaten Rakyat
Kewenangan Kabupaten
®SWP LA pada Blok APBN / Pekerjaan Umum Perumahan dan
1.1.2 | Pembebasan Lahan 1.A.4; dan APBD dan Perumahan - Kawasan -
e SWP I.B pada Blok Kabupaten Rakyat Permukiman
I.B.1 APBN / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
1.1.3 | Penyusunan DED TPS3R APBD dan Perumahan - -
dan Tata Ruang
Kabupaten Rakyat
1.1.4 Pembentukan lembaga A:::D/ F:;fgzxr:;:;n b Pekerjaan Umum N
pengelola TPS3R dan Tata Ruang

Kabupaten

Rakyat




Pelatihan bagi pengelola R Peltadaat Vet Pekerjaan Umum
115 TPS3R APBD dan Perumahan dan Tata Ruang Z
Kabupaten Rakyat
APBN / Pekerjaan Umum i
1.1.6 | Pembangunan TPS3R APBD dan Perumahan ie::‘,}:::u“;‘;gm -
Kabupaten Rakyat
Operasi dan Pemeliharaan ol s e Pekerjaan Umum
1.1.7 TPS3R APBD dan Perumahan dan Tata Ruang -
Kabupaten Rakyat
b
1 W Rgslanll
Pembangunan TPS (Sesuai
Jangkauan dan Radius APBD 2
1.1.1 Pelayanan Skala Kawasan/ Kabupaten . ::nkegatznm‘i;nnl;"; Swasta /
’ Lingkungan untuk / Swasta / Lingleiges: Hidp Masyarakat
Melayani Pusat - Pusat L Masyarakat
Pelayanan) SWP LA pada seluruh
Peningkatan TPS Blok;
oo B 0 Ui ko U
1.1.2 5 : Kabupaten - dan Tata Ruang / Swasta
atau Sesuai Perkembangan rswpl .C pada seluruh| FBwhsth Lingkungan Hidip
Teknologi Pengolahan | Blok;
Sampah) (¢ SWP 1.D pada Blok
Penyediaan Sarana | I.D.1; dan APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 | Persampahan berupa Truk #SWP LE pada seluruh| Kabupaten - dan Tata Ruang / Swasta
Sampah Blok. / Swasta Lingkungan Hidup
Pembinaan Teknik
Pengelolaan Persampahan APBD
1.1.4 | (Sistem Pengelolaan Kabupaten - Lingkungan Hidup Swasta
Persampahan Berbasis |/ Swasta
Masyarakat)

‘l‘mpat l’cngelolua Sampah Terpadu I'I‘PBTl




Penyusunan Rencana,

APBN /

Cipta Karya

Kebijakan, Strategi, dan APBD Pekerjaan Umum Bina
1.1.1 | Teknis Sistem Pengelolaan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi | Lingkungan Hidup
Persampahan TPST APBD Rakyat dan Tata
Kewenangan Kabupaten Kabupaten Ruang
APBN / Cipta Karya
APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum
1.1.2 | Pembangunan TPST Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang /
#SWP 1.D pada Blok APBD Rakyat dan Tata Lingkungan Hidup
1.D.2; dan Kabupaten Ruang
|*SWP LE pada Blok APBN / Cipta Karya
Supervisi Pembangunan | LE.1 APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum
1.1.3 | TPST Kewenangan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang /
Kabupaten APBD Rakyat dan Tata Lingkungan Hidup
Kabupaten Ruang
Sosialisasi dan it g . Clpta. jecyn
Pemberdayaan Masyarakat APBD TS mjonn Ut e 7 : :
1.1.4 ¥ Provinsi / dan Perumahan Konstruksi | Lingkungan Hidup
dalam rangka Penyediaan
Sarana TPST APBD Rakyat dan Tata
Kabupaten Ruang

Pengembangan Sistem

Drainase Perkotaan dan

Lingkiigen APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 | (Pengembangan Saluran Kablgmten - = dan Tata Ruang

Drainase Primer di Daerah wSWP LA;

Prioritas Penanganan e SWP 1.B;

Genangan) SWP 1.D; dan

Peningkatan Saluran eSWP LE. Cipta Karya

: APBD :

Drainase Perkotaan dan ey Bina Pekerjaan Umum
1.1.2 | Lingkungan (Peningkatan APBD - Konstruksi an Tite Miang

Saluran Drainase Primer OrATR dan Tata

Yang Terintegrasi Dengan Ruang




Pedestrian Termasuk
Pembangunan Tanggul
dan Siring Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi)

Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan (Peningkatan

Saluran Drainase Primer

1,11

Pembangunan  Sistem

Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
(Pembangunan  Saluran
Drainase Sekunder Di
Daerah Prioritas
Penanganan Genangan)

melintas di seluruh
SWP

Kabupaten

. . APBD Pekerjaan Umum
113 ::gegs ;Zr;ntegras‘;‘u::::: Kabupaten dan Tata Ruang
Pembangunan Tanggul
dan Siring Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)
Operasi dan Pemeliharaan 4
Sistem Drainase APBD C“’;’. g
|14 | (Pembersihan  Saluran Provinsi / Kmsmksi Pekerjaan Umum
" | Drainase Dari Sedimen APBD o dan Tata Ruang
dan Sampah Yang Menjadi Kabupaten Bukng
Kewenangan Provinsi)
Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase
1.1.5 (Pembersihan Saluran APBD 2 Pekerjaan Umum
""" | Drainase Dari Sedimen Kabupaten dan Tata Ruang
dan Sampah Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)
b Jaringan Drainase Sekunder
1 Programn

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang




Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan  (Peningkatan
Saluran Drainase
Sekunder Yang
Terintegrasi Dengan
Pedestrian Termasuk
Pembangunan Tanggul
dan Siring Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi)

APBD
Provinsi /
APBD
Kabupaten

Cipta Karya
Bina
Konstruksi
dan Tata
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
ingkungan (Peningkatan
Saluran Drainase
Sekunder Yang
Terintegrasi Dengan
Pedestrian Termasuk
Pembangunan Tanggul
dan Siring Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase
(Pembersihan - Saluran
Drainase Dari Sedimen
dan Sampah Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi)

APBD
Provinsi /
APBD
Kabupaten

Cipta Karya
Bina
Konstruksi
dan Tata
Ruang

Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

1.1.5

Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase
{Pembersihan Saluran
Drainase Dari Sedimen
dan Sampah Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

Perwujudan Jaringan Drainase Tersier

Fiae i
A S




1 embangunan ’ Sistem

Drainase Perkotaan dan

Lingkungan

1.1.1 | (Pembangunan Saluran
Drainase Tersier Di Daerah
Prioritas Penanganan
Genangan)
Peningkatan Saluran

1.1.2

Drainase Perkotaan dan
Lingkungan (Peningkatan
Saluran Drainase Tersier
Yang Terintegrasi Dengan
Pedestrian Termasuk
Pembangunan Tanggul
dan Siring Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi)

1.1.3

Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan (Peningkatan
Saluran Drainase Tersier
Yang Terintegrasi Dengan
Pedestrian Termasuk
Pembangunan Tanggul
dan Siring Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)

Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase
(Pembersihan Saluran
Drainase Dari Sedimen
dan Sampah Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi)

Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase
(Pembersihan Saluran
Drainase Dari Sedimen

melintas di seluruh
SWP

APBD v Pekerjaan Umum
Kabupaten dan Tata Ruang
APBD Clp:::rya
Provinsi / Kon. i Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
Kabupaten G Tats
Ruang
APBD . Pekerjaan Umum
Kabupaten dan Tata Ruang
APBD C‘pt;inx:’ya
Provinsi / 3 Pekerjaan Umum
Konstruksi
APBD dan Tata Ruang
Rabsein dan Tata
paten Treg
APBD % Pekerjaan Umum
Kabupaten dan Tata Ruang




Sampah Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)
R L

sz, s
Penyediaan

ruas Lamoluo - Bukit

Perlindungan dan | Permai melintas di APBD
Kesiapsiagaan  terhadap | SWP LA; Penanggulangan
111 Bencana (Pembuatan |eruas Lamoluo - Kf:]:vl;as:;n Bencana Daerah EWasta
Sistem Peringatan Dini | Kantor Desa
Bencana Banjir) Lanowatu melintas di
Penyediaan Peralatan | SWP L.B;
Perlindungan dan jeruas Lamoluo - APBD
Kesiapsiagaan  terhadap | Langara Iwawo Penanggulangan
113 Bencana (Pembuatan | melintas di SWP [.B; K/absl::: :t:x Bencana Daerah Suaeh
Sistem Peringatan Dini @ruas Lamoluo -
Bencana Tsunarni) Lanowatu melintas di
Pengendalian Operasi dan | SWP 1L.B;
Penyediaan Sarana eruas Langara -
Prasarana Kesiapsiagaan | Waworope melintas di APRD
terhadap Bencana | SWP1.C; Penanggulangan
L (Pemasangan Rambu (eruas Langara Kabupaten Bencana Daerah oy
Evakuasi pada Kawasan | (Pelabuhan) - TN
Rawan Bencana Banjir | Langkowala (SMK
Genangan) Kesehatan) melintas
di SWP 1.B dan SWP
1€
jeruas Langara
Penyediaan Jalur Evakuasi | (Pelabuhan) - Mata APBD R
1.1.4 | Bencana yang Terintegrasi | Langara melintas di | Kabupaten i DaeE i Swasta
dengan Tempat Evakuasi SWP 1.B dan SWP 1.C;| / Swasta
leruas Langara Indah -
Tanjung Batu

melintas di SWP 1.C;




eruas Langara Iwawo -
Langara Iwawo
melintas di SWP 1.B;
jeruas Langara Iwawo
Mata Langara
melintas di SWP LB;
|eruas Langara Laut -
Langara Bajo
melintas di SWP 1.C;
|eruas Langkowala -
Tanjung Batu
melintas di SWP 1.C;
jeruas Lantula -
Langara Iwawo
melintas di SWP 1.B;
jeruas Lantula -
Matabaho melintas di
SWP I.B dan SWP 1.D;
leruas Lantula - PLN
melintas di SWP I.C
dan SWP L.D;

ruas Mata Langara -
Pasir Putih melintas
di SWP LA dan SWP
I.B;

jeruas Pasir putih -
Batumea melintas di
SWP LA;

jeruas Perkantoran -
Bukit Permai Dalam
melintas di SWP LA;
lsruas Simpang
Lamoluo - Pasir Putih
melintas di SWP LA
dan SWP L.B;




ruas Simpang
Lamoluo -
Perkantoran melintas
di SWP LA;

leruas SMPN 2 - Pasir
Putih melintas di
SWP LA;

leruas SMPN 2 -
Perkantoran melintas
di SWP LA;

leruas Sp.3 Batumea -
Sp.4 Lamoluo
melintas di SWP L.A;
leruas Sp.3 Langara
(Rujab Bupati) - Pasir
Putih (By Pass)
melintas di SWP [L.A
dan SWP L.B;

Loruas Sp.4 Lamoluo -
Kompleks
Perkantoran Pemda
melintas di SWP LA;
jeruas Sp.4 Lamoluo -
Langara (Rujab
Bupati) melintas di
SWP LA dan SWP 1.B;
}eruas Sp.4 Lamoluo -
Pasir Putih melintas
di SWP LA;

leruas Sp.4 Lamoluo -
Perkantoran melintas
di SWP LA dan SWP
LB;

ruas Wawobili -
Wawolaa melintas di




SWP LB, SWPIC,
dan SWP LE;
leruas Wawolaa ~ Mata
Iwoi melintas di SWP
LE;

ruas Wawolaa -
Matabaho melintas di
SWP LE; dan

lejalur evakuasi
bencana melintas di
seluruh SWP.

Penyediaan
1.1.1 | Pemeliharaan
Kumpul

dan
Titilk

di SWP I.B pada Blok
L.B:1;

lepelabuhan Langara di
SWP 1.B pada Blok
IB.1;

rencana taman RT di
SWP I.C pada Blok
LEM:

etaman kota Langara
di SWP 1.B pada Blok
1.B.1; dan

|etaman kota Wawonii
di SWP L.B pada Blok

LB.1.

APBD
Kabupaten
/ Swasta

Penanggulangan
Bencana Daerah

Swasta

Penyediaan
1.1.1 | Pemeliharaan

l A AV RIRILOWRS.

Bencana

dan‘

Tempat

Evakuasi Sementara

rencana taman
kelurahan di:

APBD
Kabupaten
/ Swasta

Penanggulan
Bencana Daerah /
Pekerjaan Umum

i

Swasta

S

R e L
SRR s




- SWP LA pada Blok

1.A4;

- SWP L.B pada Blok
1.B.3; dan

- SWP LE pada Blok
LE.2.

|¢ SMP 4 Wawonii Barat

di SWP 1.D pada Blok

: denata 2

Ruang

Prasarana Umum (Fasilitas
Umum dan Sosial)
Kesehatan (Rumah Sakit,
Puskesmas, lainnya),

dan Tata Ruang

Penyediaan dan | rencana taman APBD BT:;‘;?S:;? /
1.1.1 | Pembangunan Tempat | kecamatan di SWP Kabupaten Piinti Vi Swasta
Evakuasi Akhir 1.E pada Blok L.E.1 / Swasta dan Tata Ruang
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
terhadap Bencana Penanggulangan
(Penyediaan Aigal [FIReNER tm ARED Bencana Daerah /
1.1.2 g kecamatan di SWP Kabupaten : Swasta
Evakuasi pada Ruang LE pada Blok LE.1 1 Swtinta Pekerjaan Umum
Terbuka Hijau (RTH) | i dan Tata Ruang
Taman & Lapangan Olah
Raga dan Lapangan
Terbuka)
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
terhada!a Bencana R APBD Penanggulangan
(Penyediaan Areal L Bencana Daerah /
1.1.3 Beskinsl pade  Sikena kecamatan di SWP Kabupaten Pélkerians Gmuin Swasta
I.E pada Blok L.E.1 / Swasta




Publik (Kantor Kecamatan
& Kantor Kelurahan),
Peribadatan, Pendidikan)

Administrasi & Pelayanan

Pembangunan Jalur
Sepeda

Pasir Putih melintas
di SWPILA,;

leruas Pasir putih -
Batumea melintas di

Pengembangan dan
Pemeliharaan Jaringan
Jalur Sepeda

SWPIA;

jeruas Simpang
Lamoluo - Pasir Putih
melintas di SWP LA
dan SWP LB;

1.1.3

Penyediaan Fasilitas
Pendukung Jalur Sepeda

leruas SMPN 2 - Pasir
Putih melintas di
SWP1.A;

leruas Sp.3 Batumea -
Sp.4 Lamoluo
melintas di SWP LA;
jeruas Sp.3 Langara
(Rujab Bupati) - Pasir
Putih (By Pass)
melintas di SWP LA
dan SWP L.B;

ruas Sp.4 Lamoluo -
Kompleks
Perkantoran Pemda
melintas di SWP LA;
jeruas Sp.4 Lamoluo -
Langara (Rujab
Bupati) melintas di
SWP 1.A dan SWP 1.B;

Provinsi / & i Pekerjaan Umum
APBD dan Tata Ruang
Kabupaten i i
Ruang
2 ClptBaina ¢
Provinsi / . Pekerjaan Umum
Konstruksi
APBD dan Tata Ruang
dan Tata
Kabupaten e
APBL Cipta Karya
A Bina
Provinsi / s Pekerjaan Umum
Konstruksi
APBD dan Tata Ruang
dan Tata
Kabupaten Ruang




ruas Sp.4 Lamoluo -
Pasir Putih melintas
di SWP LA;

feruas Lamoluo -
Lanowatu melintas di
SWP 1.B;

ruas Lamoluo - Mata
Langara (SMA)
melintas di SWP [.B;
leruas Langara
(Pelabuhan) -
Langkowala (SMK
Kesehatan) melintas
di SWP L.B;

|eruas Langara
(Pelabuhan) - Mata
Langara melintas di
SWP I.B dan SWP 1.C;
leruas Wawaobili -
Wawolaa melintas di
SWP LB, SWPI.C,
SWP I.D, dan SWP
LE;

}eruas Wawolaa -
Matabaho melintas di
SWP 1.B; dan

leruas Wawolaa - Mata
Iwoi melintas di SWP
1.E.

1151

Pembangunan
Pejalan Kaki

ruas Bukit Permai -

T Pacmai

melintas di SWP 1.A;

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang




ruas Lamoluo - Bukit
Permai melintas di

dan Tata

1.1.2

Pengembangan dan
Pemeliharaan Jaringan
Pejalan Kaki

SWPLA;

jeruas Lamoluo -
Langara Iwawo
melintas di SWP 1.B;
feruas Lamoluo -

APBD
Provinsi /
APBD
Kabupaten

Cipta Karya
Bina
Konstruksi
dan Tata

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

1.1.3

Penyediaan Jalur
Penyebrangan Pejalan Kaki

Lanowatu melintas di
SWP LB;
j]eruas Lamoluo -
Lapulu Kompleks
melintas di SWP L.B;
pruas Langara -
Waworope melintas di|
SWPI.C;
kruas Langara
(Pelabuhan) -
Langkowala (SMK
Kesehatan) melintas
di SWP LB;
jeruas Langara
(Pelabuhan) - Mata
Langara melintas di
SWP 1L.B dan SWPI.C;
jeruas Langara Indah -
Tanjung Batu
melintas di SWP L.B
dan SWPIL.C;
ruas Langara Iwawo -
Mata Langara
melintas di SWP 1.B;
ruas Langkowala -
Lantula melintas di
SWP L.B;

APBD
Provinsi /
APBD
Kabupaten

Cipta Karya

Konstruksi
dan Tata

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang




ruas Lantula -
Langara Iwawo
melintas di SWP 1.B;
leruas Mata Langara -
Pasir Putih melintas
di SWP LLA dan SWP
1.B;

sruas Pasir Putih -
Batumea melintas di
SWP LA;

leruas Perkantoran -
Bukit Permai
melintas di SWP LA;
leruas Perkantoran -
Bukit Permai Dalam
melintas di SWP LA;
jeruas Simpang
Lamoluo - Pasir Putih
melintas di SWP LA
dan SWP L.B;

ruas SMPN 2 - Pasir
Putih melintas di
SWP LA;

|eruas Sp.3 Batumea -
Sp.4 Lamoluo
melintas di SWP LA;
jeruas Sp.3 Langara
(Rujab Bupati) - Pasir
Putih (By Pass)
melintas di SWP LA
dan SWP L.B;

eruas Sp.4 Lamoluo -
Kompleks
Perkantoran Pemda
melintas di SWP LA;




ruas Sp.4 Lamoluo -
Langara (Rujab
Bupati) melintas di
SWP LA dan SWP L.B;
ruas Sp.4 Lamoluo -
Pasir Putih melintas
di SWPILA;
leruas Wawobili -
Wawolaa melintas di
SWPI1B, SWPI.C,
SWP 1L.D, dan SWP
LE;
sruas Wawolaa - Mata
Iwoi melintas di SWP
LE;
ruas Wawolaa -
Matabaho melintas di
SWP LE; dan
jejaringan pejalan kaki
melintas di SWP LA,
SWP LB, SWPLD,
dan SWP LE.

Teknis dan  Dokumen APBD Pekerjaan Umum Bina PekejasnUmum | = [
1.1.1 | Lingkungan Hidup untuk Provinsi / dan Perumahan Konstruksi do Thia Buang
Konstruksi Pengaman APBD Rakyat dan Tata
| Pantai melintas di SWP LA | Kabupaten Ruang
dan SWP LB APBN / Cipta Karya
Pembangunan Seaqwall dan APBD Pekerjaan Umum Bina Bl tsis Dideets
1.1.2 | Bangunan Pengaman Provinsi / dan Perumahan Konstruksi danu']rata Baniid
Pantai Lainnya APBD Rakyat dan Tata
Kabupaten Ruang




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
™’
Kementerian / s I —
- e sm«umm mmtmmmllza‘smmwmv
Pendanaan ’Um“ Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 |2 |2 |2 |2 | | (2035 | (2040-
Ptk yang yang membidangi | Lainnya :g::::mmmml
membidangi
W 4|5|6|7|8]|09
Pengembangan dan APBN / Cipta Karya
Pemeliharaan APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum
1.1.3 | Breakwater/Seawall dan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi ity s Basing -
Bangunan Pengaman APBD Rakyat dan Tata
Pantai Lainnya Kabupaten Ruang
I PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
A Zona Lindung
a Zona Perlindungan Setempat
a.l1 | Sub-Zona Perlindungan Setempat
1 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Sub-Zona Perlindungan Setempat
1.1 | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pemberitahuan, Pendataan
Awal Lokasi, Konsultasi
Publik Rencana
Pembangunan dan APBN / Cipta Karya
Penetapan Lokasi APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum
1.1.1 | Pengadaan Tanah untuk @SWP 1A pada seluruh| Provinsi / dan Perumahan Konstruksi dan Tain Busti -
Kepentingan Umum | Blok; APBD Rakyat dan Tata
(Penyusunan Rencana #SWP I.B pada seluruh| Kabupaten Ruang
Tindak Pengamanan dan | Blok;
Pembebasan Lahan #SWP I.C pada seluruh|
Kawasan Sempadan) Blok;
Pemberitahuan, Pendataan [#SWP [.D pada seluruh
Awal Lokasi, Konsultasi | Blok; dan
Publik Rencana @SWP LE pada seluruh| APBN / Cipta Karya
Pembangunan dan | Blok. APBD Pekerjaan Umum Bina Peketjnan Umum
1.1.2 | Penetapan Lokasi Provinsi / dan Perumahan Konstruksi den Pots Rodnig -
Pengadaan Tanah untuk APBD Rakyat dan Tata
Kepentingan Umum Kabupaten Ruang
(Pembebasan Lahan
Sempadan) ;
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat
2.1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota




Cipta l

Bina

Pengembangan Wisata

Pendataan dan Pemetaan APBD Pekerjaan Umum Konstruksi Pekerjaan Ustition
2.1.1 | Pengamanan Kawasan Provinsi / dan Perumahan dan Tata s Pt Bakis -
Sempadan APBD Rakyat Ruang / g
Lingkun
LAWE Tk i st T oiieeen o 20
TeK; Cipta Karyp a
@SWP LB pada seluruh) APBN / pBina
Pemasangan Papan | Blok; APB 4 Ksi
Infomasi/ Peringatan #SWP I.C pada seluruh| . D VTS, . gt 3 Pekerjaan Umum
2:1.2 Provinsi / dan Perumahan dan Tata -
Ketentuan Kawasan | Blok; dan Tata Ruang
APBD Rakyat Ruang /
Sempadan SWP 1.D pada seluruh :
Kabupaten Lingkungan
Blok; dan Hidup
g::ll: I.E pada seluruh Cip i
Penataan Kawasan 3 APBN / Bina
Sempadan untuk APBD Pekerjaan Umum Konstruksi Keri
2.1.3 | Menunjang  Normalisasi Provinsi / dan Perumahan dan Tata P::lan T::: :u";‘:? -
dan Revitalisasi, APBD Rakyat

Pembangunan Seawall dan Pekerjaan Umum Bina S S
2.2.1 | Bangunan Pengaman |#SWP 1.A pada Blok Provinsi / dan Perumahan Konstruksi doi Tote Weang -
Pantai Lainnya 1.A.1 dan Blok 1.A.2; APBD Rakyat dan Tata
SWP I.B pada Blok Kabupaten Ruang
1.B.2; dan APBN / Cipta Karya
Rehabilitasi Seawall dan @SWP I.C pada seluruhl  APBD Pekerjaan Umum Bina .
2.2.2 | Bangunan Pengaman rBlok Provinsi / dan Perumahan Konstruksi ie::r%:at:m -
Pantai Lainnya APBD Rakyat dan Tata
Kabupaten Ruang
3 Keanekaragaman ti (KEHATI)




Pelaksana : Waktu Pelaksanaan
- e : o TP
Perangkat o :
Lembaga yang 1 (1|2 |3|4|5 |TPm
No Proirain Ofkaia bt Sumber g ; Daerah Perangkat Daerah | Pemangku (2030 TP-IV | TPV
Pendanaan ’U &8 Provinsi Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 [ 2 |2 | 2 | 2 ) (2035- | (2040-
I“|  yang yang membidangi Lainnya ©/0 0|0 0|0, |2039 | 2043)
’ ” membidangi 2 a2} 2|23 )
, Bidang 4 856 L 7T ]8:19
LA
e SWP pada Blok APBD Cipta A
. y I.A.1 dan Blok 1.A.2; £R 2
Peningkatan Kuantitas dan e SWP I B pada Blok Provinsi / Bina ORI
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH P APBD - Konstruksi o Swasta
1.B.2; dan dan Tata Ruang
sebesar 0,63% Kabupaten dan Tata
*SWP I.C pada seluruh / Sbagt Brins
Blok s g
b Zona Ruang Terbuka Hijau
1 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
1.1 | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pemberitahuan, Pendataan
Awal Lokasi, Konsultasi : K
Publik Rencana APBN / Clp‘gn 5 Pekerjaan Umum
Pembangunan dan #SWP I.A pada Blok APBD . - . dan Tata Ruang /
. e Pekerjaan Umum Konstruksi ; 5
Penetapan Lokasi | I.A.1 dan Blok 1.A .4, Provinsi / Lingkungan Hidup
111 dan Perumahan dan Tata Swasta
Pengadaan Tanah untuk #SWP LB pada seluruh APBD / Perumahan dan
: Rakyat Ruang /
Kepentingan Umum | Blok; Kabupaten { dnliiuion Kawasan
(Pengadaan Lahan untuk eSWP I.C pada Blok / Swasta Hidu & Permukiman
Pemenuhan Kebutuhan | 1.C.1 dan Blok 1.C.2; "
RTH Publik) *SWP 1.D pada Blok
I.D.1; dan Pekerjaan Umum
#SWP LE pada seluruh dan Tata Ruang /
1.1.2 Pengadaan Tanah untuk | Blok APBD - Lingkungan Hidup G
o Pemenuhan RTH Publik Kabupaten / Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
b.1 | Sub-zona Rimba Kota
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 | Terbuka  Hijau (RTH) Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
(Penataan Rimba Kota) / Swasta Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang | SWP [.LB pada Blok
Terbuka  Hijau (RTH) | 1.B.3 APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | (Pembuatan Ruang Publik Kabupaten - 5 dan Tata Ruang / Swasta
Terpadu Ramah Anak / Swasta Lingkungan Hidup

(RPTRA)




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
; g PO
Kementerian P X .
Sumber ga yang :.Mh' Perangkat Daerah | Pemangku | > |1 |2 |3 |45 |TPIL| ,p 0y | qpy
No Program Utama Lokasi Menyelenggarakan : (2030
Pendanaan Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 (2 |2 |2 | 2 {2035- | (2040-
o yang yang membidangi Lainnya o/0| 0|0 0|0 - 2039) | 2043)
Pemerintahan di rembidangl a-Egl g2 212 sk
Bidang 486 T |89
APBN / ClptBain; Y8 | Pekerjaan Umum
Peningkatan Kuantitas dan P APBD / Pekerjaan Umum Konstruksi s;::;;a;u;?fu/
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH iy dan Perumahan dan Tata g P Swasta
APBD / Perumahan dan
sebesar 0,28% Rakyat Ruang /
Kabupaten ling@lamgan Kawasan
/ Swasta . 8 Permukiman
Hidup
b.2 | Sub-zona Taman Kota
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
retigciolam 5 s APBD Pekerjaan Umum
Terbuka  Hijau (RTH)
1.1:3 Kabupaten - dan Tata Ruang / Swasta
(Potikang G Swast Lingkungan Hidu
Penataan Taman Kota) b S = d
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | (Pembuatan Ruang Publik Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Terpadu Ramah Anak | SWP LB pada Blok / Swasta Lingkungan Hidup
(RPTRA) 1.B.1
APBN / ClptBﬁlina o Pekerjaan Umum
Peningkatan Kuantitas dan PrA‘l;BD, Pekerjaan Umum Konstruksi ;an:l:;aaiu;?fu/
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH Snet | dan Perumahan dan Tata 8 P Swasta
APBD / Perumahan dan
sebesar 0,27% Rakyat Ruang /
Kabupaten lin e Kawasan
|/ Swasta g. & Permukiman
Hidup
b.3 | Sub-Zona Taman Kecamatan
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang
Terbuka  Hijau (RTH) POWREE OO Hak APBD Pekerjaan Umum
I.LB.1; dan
1.1.1 | (Pembangunan dan *SWP 1.E pada Blok Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Penataan Taman e / Swasta Lingkungan Hidup

Kecamatan)

LE.1.




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerian / ; -1 L
e i B BTG Sumber u"“"""‘""‘ Daerah | Perangkat Dacrah | Pemangkn | L | 112 |3 |4 5;;'; TPIV | TPV
Pwmﬂ’mwu“mwmm/mmmumzzzzzz_mas-tmo-
Dottt mmmemmmoooooo,m'mlml
membidangi v K vi ol et R e Sl R IR -
Mdsag 4l5|(6|7]8]9
Pengelolaan Ruang
Terbuka  Hijau (RTH) APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | (Pembuatan Ruang Publik Kabupaten E - dan Tata Ruang / Swasta
Terpadu Ramah Anak | Swasta Lingkungan Hidup
(RPTRA)
APBN / Cipta. Karya Pekerjaan Umum
. APBD Bina dan Tata Ruaxrlg /
Peningkatan Kuantitas dan Peckingd / Pekerjaan Umum Konstruksi Lingkungan Hidup
[.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH APBED dan Perumahan dan Tata / Perumahan Swasta
sebesar 0,32% Rakyat Ruang / Rakyat dan
Kabupaten ;
lingkungan Kawasan
/-y, Hidup Permukiman
b.4 | Sub-Zona Taman Kelurahan
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pengelolaan Ruang
g::;‘:lm:gau (R(;I‘:t: APBD Pekerjaan Umum
1321 s Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Pemeliharaan Taman, ; Hid
Lapangan Terbuka & Olah @SWP I.A pada Blok {{Frveny e s
Raga Skala Kelurahan) 1.A.4;
Pengelolaan Ruang [#SWP I.B pada Blok
Terbuka Hijau (RTH) | 1.B.2 dan Blok 1.B.3; APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | (Pembuatan Ruang Publik ®#SWP I.C pada Blok Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Terpadu Ramah Anak | 1.C.2; / Swasta Lingkungan Hidup
(RPTRA) #SWP I.D pada Blok
I.D.1; dan APBN Cipta Karya Pekerjaan Umum
e SWP LE pada Blok APBD Bina dan Tata Ruang /
Peningkatan Kuantitas dan | .LE.2. Pétwinai / Pekerjaan Umum Konstruksi Lingkungan Hidup
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH APBD dan Perumahan dan Tata / Perumahan Swasta
sebesar 0,33% Rakyat Ruang / Rakyat dan
Kabupaten :
Figinata lmgl.cungan Kawas.an
Hidup Permukiman
b.5 | Sub-zona Taman RW
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota




Pengolaan

Ruang
Terbuka  Hijau (RTH)
1.1.1 (Pembangunan dan
Pemeliharaan Taman,
Lapangan Terbuka & Olah
Raga Skala RW
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) @#SWP LB pada Blok
1.1.2 | (Pembuatan Ruang Publik | 1.B.3; dan
Terpadu Ramah Anak #SWP LD pada Blok
(RPTRA) EDT;
Peningkatan Kuantitas dan
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH
sebesar 0,06%

APBD Pekerjaan Umum
Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
/ Swasta Lingkungan Hidup
APBD Pekerjaan Umum
Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
/ Swasta Lingkungan Hidup
APBN / C‘ptB“inKa’a Y2 | Ppekerjaan Umum
Provinls)i / Pekerjaan Umum Konstruksi Iian Tat;.?lﬁ? :u{a
APBD dan Perumahan dan Tata / Pg g Swasta
Rakyat Ruang /
Kabupaten lin 1y Kawasan
geung Permukiman

/ Swasta

Terbuka  Hijau  (RTH)
1.1.1 | (Pembangunan dan
Pemeliharaan Taman
Skala RT)
vengewlann Rumyll o a wada Rk
Terbuka Hijau (RTH) |, 0 mik1A4:
1.1.2 | (Pembuatan Ruang Publik S.WP. 18 naiks Biol:( '
Terpadu Ramah Anak 'I B.3 danpa
(RPTRA) s SWP 1.C pada Blok
Peningkatan Kuantitas dan el
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH
sebesar 0,01%

APBD Pekerjaan Umum
Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
/ Swasta Lingkungan Hidup
APBD Pekerjaan Umum
Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
/ Swasta Lingkungan Hidup
APBN / r Cpip Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum Bina
APBD 2 dan Tata Ruang /
2l dan Perumahan Konstruksi ; : Swasta
Provinsi / Rakyat dei Tota Lingkungan Hidup
APBD / Perumahan dan

Ruang /




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerian / Perangkat -1 e
. e i Sumber | Lezbegsyeng Dacrah | PerangkatDacrah | Pemangku 1123|415 TR rpry | Tev
T naaen Y CnEEAra¥a® |  Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 |2 |2 [2 |2 || (2035 | (2040-
Pomerintias it T yang membidangi Lainnya : : : : : : 2034) 2039) | 2043)
membidangi
Bideng 4|5 |6 |7|8]|09
Kabupaten lingkungan Kawasan
/ Swasta Hidup Permukiman
b.7 | Sub-zona Pemakaman
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pembangunan RTH untuk APED Pekerjaan Umum
1.1.1 | Fungsi Sub-Zona Kabdnaten - - dan Tata Ruang / -
Pemakaman Lingkungan Hidup
e SWP I.B pada Blok APBN / Clpta. Karya Belserianis Untim
v g APBD ipna dan Tata Ruang /
Peningkatan Kuantitas dan ®SWP L.D pada Blok Provins! / Pekerjaan Umum Konstruksi Linghtingan Hidog
1.1.2 | Kualitas Ketersediaan RTH | I.D.1 dan Perumahan dan Tata Swasta
APBD / Perumahan dan
sebesar 0,30% Rakyat Ruang /
Kabupaten ok Kawas‘an
/ Swasta : Permukiman
Hidup
b.2 | Sub-zona Jalur Hijau
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Pembangunan dan AEISCT. F-Aepin, sehly APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 | Penataan Kegiatan pada Bk Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Sub-Zona Jalur Hijau ~ [*5 VP 1B Pada seluruhy ) gyoqr Lingkungan Hidup
e SWP 1.C pada seluruh
Pengawasan dan | Blok; APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | Pembinaan Kegiatan pada [¢SWP LD pada Blok Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Sub-Zona Jalur Hijau 1.D.1; dan / Swasta Lingkungan Hidup
Peningkatan Kuantitas dan [*SWP LE pada Blok APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH | 1.E.1. Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
sebesar 0,24% / Swasta Lingkungan Hidup
c Zona Ekosistem Mangrove
c.l1 | Sub-Zona Ekosistem Mangrove
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota




Pelaksana : Waktu Pelaksanaan
P
g ./ Perangkat 2 i
. S s Sumber umhmh'.m  Daerah | Perangkat Daerah | Pemangku | > | 1|3 [3 |4 |5 m TV | TRV
Pendanaan ’Wumwwm/mxmazzzaz_mlm
et ‘ 2043
P intal ai yang yan;l-nmﬁdud Lainnya ::::::m,m )
Mty 4a|s|6 (7|80
Pengendalian Kegiatan AEE | Lingkungan Hidup S han Perencanaan
s APBD dan
Budidaya yang Dapat i dan Kehutanan / : Pembangunan
1.1.1 ; Provinsi / Perikanan / -
Mengganggu Ekosistem Kelautan dan ol Daerah /
Mangrove ARD Perikan ba gan Lingkungan Hidu
o Kabupaten 2 Hidup ® P
Pengembangan Kawasan | SWP LA pada Blok APBN / : g Kelautan
Ekosistem Mangrove | 1.A.1 dan Blok .A.2; APBD i AL dan i
. p B dan Kehutanan / : Pembangunan
1.1.2 | Sebagai Ruang Ekologis, | dan Provinsi / il d Perikanan / Rk d <
Penelitian, Pendidikan, @ SWP 1.C pada Blok APBD P 'kana:n Lingkungan Lingkungan Hidu
dan Wisata Alam 1.C.2 Kabupaten P Hidup 8 &
APBD Kelautan
Peningkatan Kuantitas dan Provinsi / dan Pekerjaan Umum
1.1.3 | Kualitas Ketersediaan RTH APBD - Perikanan / dan Tata Ruang / Swasta
sebesar 0,17% Kabupaten Lingkungan | Lingkungan Hidup
/ Swasta Hidup
d Zona Badan Air
d.1 | Sub-Zona Badan Air
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air
1.1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
APBN / Cipta Karya
Norma}hsasu /Restorasi/ S EWE 4 Dice: sebarah APBD Pekerjaan Umum Bina : Pekerjaan Unmum
1.1.1 | Pemeliharaan Zona Badan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi -
: Blok; dan Tata Ruang
Air APBD Rakyat dan Tata
*SWP [.B pada Blok
Kabupaten Ruang
: — L.B.1 dan Blok I.B.3;
Evaluasi dan Rekomendasi
. *SWP I.C pada Blok
Teknis (Rekomtek) :
Pemanfeatan SDA WS | & e APBN / Cipta Karya
e D * SWP I.D pada APBD Pekerjaan Umum Bina Pekeriaan Umum
1.1.2 Kabi ategn /Kota seluruh Blok; dan Provinsi / dan Perumahan Konstruksi P 'i“ata Ruan -
P e SWP LE pada seluruh|  APBD Rakyat dan Tata €
(Pengawasan darr | e Kabupaten Ruan
Pengendalian Pada Daerah ; -
Badan Air)
B Zona Budi Daya
3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
TP
Kementerlan / | o 1 kel
. e b Sumberumm mmtmmmm“’a‘smmwmv
Pendanaan ,n“ Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 (2 |2 (2 |2 |~ | (2035- | (2040-
Pemerintahan di s T awhdag . Temow sl e B B gani s
membidangi
s 4|5|6|7|8]|09
Penin an Kuantitas dan .
Kialitil;a lt{cteli:edia;nsR’dI‘H s FENCING U nun
1:1.1 i Seluruh SWP Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Objek R s / Swasta Lingkungan Hidup
Kaveling sebesar 5,50%
®SWP 1.A pada seluruh
Blok; APBN /
. . e SWP 1.B pada Blok Cipta Karya
i::;iltg::tan K;::::::;i::ﬁ L.B.1 dan Blok 1.B.3; Pr:\};il; / Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum
1.1.2 . [#SWP 1.C pada Blok dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang / Swasta
Ruang  Terbuka Biru | { 4. APBD R : ;
; akyat dan Tata Lingkungan Hidup
sebesar 0,14% e SWP 1.D pada Kabupaten Rusing
seluruh Blok; dan / Swasta
SWP LE pada seluruh
Blok
a Zona Hutan Produksi
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
e SWP [.A pada Blok
1.A.4,
e SWP I.B pada Blok
Peningkatan Kuantitas dan | 1.B.3;
1.1.1 Kualitas Ketersediaan RTH [@SWP I.C pada Blok APBN Kehutanan dan -
== di Zona Hutan Produksi | I.C.2; Lingkungan Hidup
sebesar 3,51% e SWP I.D pada
seluruh Blok; dan
SWP LE pada seluruh
[.Blok
a.l1 | Sub-zona Hutan Produksi Terbatas
1 Program Perencanaan Hutan pada Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas
1.1 | Program Pengelolaan Hutan
Koordinasi dan

1L¥1

Sinkronisasi Pengendalian
Izin Usaha atau Kerjasama
Pemanfaatan di Kawasan
Hutan Produksi Terbatas

®#SWP I.A pada Blok
LA.4;
e SWP 1.B pada Blok
1.B.3;

APBN

Kehutanan dan
Lingkungan Hidup




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
T
Kementerian / Yennahat -1 .
4 Sumber | lembagayang | . L, mmtmmmml"s“‘:gmwmv
: Toaprnne Utaine hahs rm"“’?wwwm/mwaszzzz'_ {2035- | (2040-
Mm“'m"“ yang yang membidangi Lainnya : : g : : : 2034) 2039) | 2043)
membidangi
Bidang 48|66 7|89
Pelaksanaan Perlindungan #SWP 1.D pada
1.1.2 Hutan di Hutan Lindung | seluruh Blok; dan APBN Kehutanan dan ) N
dan Hutan Produksi @#SWP LE pada seluruh Lingkungan Hidup
Terbatas Blok
a.2 | Sub-zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi
1 Program Perencanaan Hutan pada Sub-Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
1.1 | Program Pengelolaan Hutan
Koordinasi dan @SWP [.A pada Blok
Sinkronisasi Pengendalian | 1.A.4;
L1.1 Izin Usaha atau Kerjasama [ SWP I.B pada Blok APBN Kehutanan dan ) )
Pemanfaatan di Kawasan | 1.B.3; Lingkungan Hidup
Hutan Produksi Yang wSWP I.C pada Blok
Dapat Dikonversi 1.C.2;
Pelaksanaan Perlindungan eSWP 1.D pada
1.1.2 Hutan di Hutan Lindung | seluruh Blok; dan APBN Kehutanan dan . ) )
dan Hutan Produksi Yang | SWP L.E pada seluruh| Lingkungan Hidup
Dapat Dikonversi Blok
b Zona Pertanian
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
¢ SWP 1.A pada seluruh
Blok;
® SWP 1.B pada Blok APBN /
Peninghaten Kuantitas dan | o fet SRS A5 | (00 | .
1.1.1 | Kualitas Ketersediaan RTH LC.2; APBD Pertanian Pertanian Pertanian Swasta
schivens 4.85% e SWP 1.D pada Kabupaten
seluruh Blok; dan / Swasta
#SWP L.E pada seluruh
Blok
b.1 | Sub-zona Hortikultura
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Sub-Zona Hortikultura
1.1 | Pengembangan Prasarana Pertanian




“APBN /

Pengembangan Prasarana, APBD
Sarana, Kawasan dan Provinsi / = 4 2
i Pertanian rtani rtani ta
i1 Komoditas Sub-zona APBD s = g g3 Seps
Hortikultura Kabupaten
/ Swasta
APBN /
Pengendalian dan APBD
1.1.2 Peman.faatan Kawasan Provinsi / I < Pe e uctunisit Swaste
Pertanian Sub-zona APBD
i | SWP 1A pada Blok
Hortikultura Kabupaten
I.A.1, Blok LA.2, dan 2 Swenta
Blok 1.A.4; dan
APBN /
|« SWP 1L.D pada APBD
Peningkatan Pascapanen | seluruh Blok Provinai /
1.1.3 | dan  Pengolahan Hasil :PB; Pertanian Pertanian Pertanian Swasta
S T Kabupaten
/ Swasta
APBN /
Pengendalian dan APBD
Pemanfaatan  Prasarana Provinsi / : ; :
% t.
1.14 Pen Hasil APBD Pertanian Pertanian Pertanian Swasta
Kabupaten
b2 |
1
EEEE R R
Pengembangan Prasarana, gz}:_lA vy el
1.1.1 Sarana., CREIIENE | AR | SWP 1.B pada Blok Pertanian Pertanian Swasta
Komoditas Sub-zona
1.B.2 dan Blok 1.B.3;
Perkebunan Kabupaten
SWP I.C pada Blok
r / Swasta
LI.C.2; APBN |
Pengendalian dan [@SWP L.D pada : ’ :
(75 5 rtani Swast
o Pemanfaatan Kawasan | seluruh Blok; dan Pr:\l;lzts)l / Petapioe I i HETg o




Pe

Sub-zoa

APBD

SWP LE pada seluruh
Perkebunan Blok Kabupaten
| Swasta
APBN /
Peningkatan Pascapanen P:::i?z]:i /
1.1.3 | dan Pengolahan Hasil APBD Pertanian Pertanian Pertanian Swasta
Perkebunan Kabiiten
/ Swasta
APBN /
Pengendalian dan APBD
Pemanfaatan Prasarana Provinsi / : . ;
1.1.4 Pengoliliah Hasil APBD Pertanian Pertanian Pertanian Swasta
Perkebunan Kabupaten
/ Swasta
1
11 | P
Pengembangan Prasarana,
1.1.1 Sa.r:na, Kawasan dan SWELA pasie FSiak Pertanian Pertanian Pertanian Swasta
; LAl APBD
Komoditas Peternakan
Kabupaten

1,1.1

Penyediaan Prasarana
Usaha Perikanan Tangkap

SWP 1.A pada Blok
LA.1

Provinsi /
APBD
Kabupaten

Kelautan dan
Perikanan

Kelautan
dan
Perikanan




' sedur
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1.1.3 | Pemeliharaan Sarana APBD Kesehatan Kesehatan Kesehatan Swasta
Kesehatan Skala Joaliputen
Kelurahan




Pekerjaan Umum

seluruh Blok

APBN / dan Perumahan Cipta Karya
Pembany i, APBD | Rakyat / Sosial / Bina .
Pengembangan, dan Bk / Sty PR Pekerjaan Umum
1.1.4 | Pemeliharaan Sarana : dan Tata Ruang / Swasta
1 APBD Pembangunan dan Tata :
Pelayanan Umum Lainnya Sosial
Rl Keloromhiss Kabupaten | Daerah Tertinggal, Ruang /
| Swasta dan Transmigrasi / Sosial
Kesehatan
2
«SWP I.A pada Blok
LA4; Pekerjaan Umum .
eSWP LB pada Blok | APBN / dan Perumshan C’ptBamK“‘“
| Perwujudan RTH Privat ME didn BLOIER .5, APBD Rukiity Konstruksi Pekerjaan Umum
«SWP 1.C pada Blok Provinsi / Desa,
2.1.1 | Zona Sarana Pelayanan APB dan Tata dan Tata Ruang / Swasta

Umum e, = Pesbadgiiien Ruang / Sosial / Kesehatan

¢SWP 1.D pada Blok | Kabupaten | Daerah Tertinggal, Sosiaf /

1.D.1; dan / Swasta dan Transmigrasi / Wnashnton
oSWP LE pada Kesehatan

Vl.’embahgﬁnan,

Pelayanan Umum Lainnya
Skala RW

1.0.3 Pengembangan dan
= Pemeliharaan Sarana

Pendidikan Skala RW
Pembangunan, e SWP 1A pada Blok
Pengembangan dan

1.1.2 ; I.A.1; dan
Pemeliharaan Sutans Loswm D pada Blok
Peribadatan Skala RW g

L.D.1

Pembangunan,
Pengembangan dan

1.1.3 | Pemeliharaan Sarana

Kabupaten ~ - Peé: (Ii:u 8 a::n Swasta
/ Swasta y
APRD Pekerjaan Umum
Kabupaten - * din Teta Roso Swasta
/ Swasta g
APBD Pekerjaan Umum
Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
| Swasta Sosial




At Sk gL
Pekerjaan Umum :
APBN / dan Perumahan C‘pt;inK:rya
Perwujudan RTH Privat .SWP.LA Y APBD Rakgwt] Dol | Konstruksi Pekerjaan Umum
2.1.1 | Zona Sarana Pelayanan LA o et/ T dan Tata dan Tata Ruang / Swasta
T ¢SWP 1.D pada Blok APBD Pembangunan Ring ! Bouinl # M eashntubs
ID.1 Kabupaten | Daerah Tertinggal,
: : Sosial /
/ Swasta dan Transmigrasi / K adbaidsi
Kesehatan
h Zonn Rumg ‘l‘etlmh Non Hﬂuu
Prognm Penmbnnan Ruug Tetbuh llon Hﬂu
Pengembangan R’[‘NH
Berupa Alun-Alun, Plaza,
Sarana Olahraga, Taman X
Bermain Rekreagzi, Ruang APBD ce ta e
Bawah Jalan Prosined / o Pekerjaan Umum
1.1.% 8 APBD - Konstruksi Swasta
Layang/Jembatan, Koridor dan Tata Ruang
Kabupaten dan Tata
Auter Bangipii: trm / Swasta Ruang
Parkir, dan
Pembatas/Buffery untuk
Ruang Publik
SWP 1.B pada Blok APBD Cipta Karya
Penyediaan Fasilitas Dasar | 1.B.2 dan Blok 1.B.3 Provinsi / Bina Pikeriasin titn
1.1.2 | dan Elemen Pelengkap APBD - Konstruksi i Tabiunng. Swasta
Zona RTNH Kabupaten dan Tata
/ Swasta Ruang
APBD Cipta Karya
Implementasi Indeks Hijau Provinsi / Bina ekt Uit
1.1.3 | pada Kawasan yang APBD - Konstruksi danr';‘ata Rasos Swasta
Penggunaan Perkerasan Kabupaten dan Tata
/ Swasta Ruang
S aid Penyediaan Ruang dan APBD 7 Cipta Karya | Pekerjaan Umum et
Penataan Sektor Informal Provinsi / Bina dan Tata Ruang




anfatau UMKM Pa APBD Konstruksi
Zona RTNH Kabupaten dan Tata
/ Swasta Ruang
APBD Cipta Karya
L1.5 | Pengembangan Zona RTNH P’:‘;g;‘ / Km?:;iksi Pekerjaan Umum Sl
Kearifan Lokal dan Tata Ruang
Kabupaten dan Tata
/ Swasta Ruang
i
i.1
1
VA 1
Koorchnasl
Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah i Pekerjaan Umum
1.1.1 Kabupaten 5 Swasta
(Pembangunan, Penataan 7 Brasitn dan Tata Ruang
dan Pengembangan
SWP 1.B pada Blok
Kawasan Campuran LB.1
Intensitas Tinggi) iy
Penyediaan Prasarana, APBD Cipta Karya
Sarana, dan Utilitas Umum Provinsi / Bina Pekerjaan Untum
1.1.2 | untuk Menunjang Zona APBD Konstruksi dan Tata Roang Swasta
Campuran Intensitas Kabupaten dan Tata
i / Swasta
2
3-1 E : 1at n’f::
Penataan Bangunan dan
2.1.1 Lingkungan Sub-Zona | SWP 1.B pada Blok APBD : Pekerjaan Umum ;
Campuran Intensitas | I.B.1 Kabupaten dan Tata Ruang




< Pelaksana Waktu Pelaksanaan
; P
Kementerian / P"-.l & X ol
No Program Utama Lokasi Sumber Menhyelmmnhnmhm Daerah Perangkat Daerah | Pemangku ol B B G m TP-IV | TP-V
Pendanaan g Provinsi | Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 |2 |2 |2 | 2 5 (2035- | (2040-
Pemitintilin i yang yang membidangi Lainnya ;) : : : : : 2034) 2039) | 2043)
membidangi
Bidnnx 4a|l5|6|7|8]|9
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan | SWP I.A pada seluruh
Pembangunan Daerah | Blok; APBD Paliiwt Uik
1.1.1 | (Pembangunan, Penataan eSWP I.B pada Blok Kabupaten - - ks ik St Swasta
dan Pengembangan | 1.B.2 dan Blok 1.B.3; / Swasta
Kawasan Campuran ®SWP I.C pada seluruh|
Intensitas Blok;
Menengah /Sedang) ®SWP 1.D pada Blok
Penyediaan Prasarana, | 1.D.1; dan
Sarana, dan Utilitas Umum [®SWP LE pada seluruh APBD Pelivdai Unius
1.1.2 | untuk Menunjang Zona | Blok Kabupaten - - dit Tats Fodng Swasta
Campuran Intensitas / Swasta
Menengah /Sedang
i Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa
j.1 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan .
Ruang untuk Investasi dan S Twstnan
Pertbasipoan Dikati e SWP 1A pada Blok dan 'I.‘ata Ruang /
1.A.3 dan Blok 1.A.4; APBD Perindustrian,
pada Sub-Zona
1.1.1 Predagnogas dlani; ek dan Kabupaten - - Perdagangan, Swasta
Sicala Kot (Pettibangises e SWP [.B pada Blok / Swasta Koperasi, Usaha
1.B.1 dan Blok 1.B.2 Kecil dan
dan Penataan Kawasan Minengil
Perdagangan dan Jasa
Pusat Pelayanan Kota)
2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan
2.1 | Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan
g:::znmgluna;arana g:ﬁ ©SWP 1A pada Blok Pekerjaan Umum
1.A.3 dan Blok 1.A.4; APBD dan Tata Ruang /
Prasarana Kawasan Sektor : :
5 L) | ieioane “Pads Sk -Bous dan Kabupaten - - Perindustrian, Swasta
e SWP 1.B pada Blok / Swasta Perdagangan,

Perdagangan dan Jasa
Skala Kota

1.B.1 dan Blok 1.B.2

Koperasi, Usaha




Menengah

. = = L e
Pekerjaan Umum

Penataan Bangunan dan b ‘[.‘ata Ru‘ang /
Lingkungan (Pena APBD Perindustrian,
3.1.1 : Kabupaten - Perdagangan, Swasta
Sarana Penunjang Zona
Perdagangan dan Jasa) / Swasta Koperasi, Usaha
SWP 1A pada Blok Kecil dan
1.A.3 dan Blok 1.A.4; Menengah
dan Pekerjaan Umum
(¢ SWP I.B pada Blok dan Tata Ruang /
Perwujudan RTH privat | 1.B.1 dan Blok 1.B.2 Perindustrian,
Zona Perdagangan dan e Perdagangan
Gudid Jasa dengan minimal 10% K;ibsl:viitt:n - Koperasi, Usaha e
dari luas kaveling Kecil dan
Menengah /
Lingkungan Hidup

Perindustrian
4.1.1 Mikro dan APBD dan Koperasi, Usaha Swasta
SWP 1.B pada Blok Kabupaten Perdagangan Kecil dan
I.B.1 dan Blok 1.B.2 / Swasta Menengah

Penyediaan Sarana
Distribusi Perdagangan

¢SWP LA pada Blok
1.A.3 dan Blok I.A.4;
dan

=

Kabupaten
|/ Swasta

dan Tata Ruang /
Perindustrian,

Perdagangan,

Pekerjaan Umum 3.

Swasta




¢SWP LB pada Blok

perasi, Usaha

1.B.1 dan Blok 1.B.2 Kecil dan
Menengah /
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang /
Fasilitasi Pengelolaan APBD l;:z::dus :
5.1.2 | Sarana Distribusi Kabupaten 1 gan], Swasta
Perdagangan Swasta Koperk, M
g - Kecil dan
Menengah /
Lingkungan Hidup
Sub-Zona P :
-Koordmam‘ '
Sinkronisasi Pemanfaatan Deiksstans Mt
Ruang untuk Investasi dan [ SWP I.A pada Blok 1
dan Tata Ruang /
Pembangunan Daerah | 1.A.2 dan Blok 1.A.3 i !
APBD Perindustrian,
pada Sub-Zona @ SWP 1.B pada seluruh
k14 Kabupaten Perdagangan, Swasta
Perdagangan dan Jasa | Blok oy Koot Bsaha
Skala WP (Pembangunan @SWP L.C pada seluruh lcas o Y
Kecil dan
dan Penataan Kawasan | Blok
Menengah
Perdagangan dan Jasa
Skala WP
2 Pemu'!n
o B wm jahteraan Rakyat omian RN R RO e
Pembangunan dan SWP [.A pada Blok :ae:c,g:;nRuU:utl;
Penataan Sarana dan [.A.2 dan Blok LA.3 . Ty
APBD Perindustrian,
Prasarana Kawasan Sektor SWP [.B pada seluruh
2.1.1 . Kabupaten Perdagangan, Swasta
Informal pada Sub-Zona Blok 1 waite Kaberosi, Usiha
Perdagangan dan Jasa SWP L.C pada seluruh - o
Kecil dan
Skala WP Blok
Menengah

‘wsz;‘ﬂl;r = }:f"‘ll‘fh PR e
sctoeandle,

.

i e v an s s e el




eketjaanum o

Penataan Bangunan dan aa 'I"ata Ru.ang /
Lingkungan (Pena APBD Perindustrian,
< 5 1B ) ¢ Kabupaten - Perdagangan, Swasta
Sarana Penunjang Zona [ Svants K o
Perdagangan dan Jasa) SWP I.A pada Blok o
Kecil dan
[.A.2 dan Blok 1.A.3 Rt I
WP I.B pada seluruh
Pekerjaan Umum
o dan Tata Ruang /
Perwujudan RTH privat :‘I;ZII: LiC paris dedinsly D Perindustrian,
Zona Perdagangan dan Perdagangan,
442 Jasa dengan minimal 10% K/al;\:vpattean ) Koperasi, Usaha SR
dari luas kaveling o Kecil dan
Menengah /
Lingkungan Hidup

Perindustrian,

.A.2 dan Blok L.A.3
| Perindustrian Perdagangan,
4.1.1 Pc.ngcmbangan » WP P etngh dan Koperasi, Usaha Swasta
Mo ok Perdagangan Kecil dan
SWP 1.C pada seluruh Missiondal
5 m Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan :
-1 | Pe Lk s
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang /
Penyediaan Sarana ROEE R A e TN ok A E;::crllduasnmm’
IR o ;busi Barsd A2 dan Blok LA.3 | Kabupaten " . er:ﬁi Sa“ Swasta
SGANEAN  GWP 1B pada seluruh | / Swasta e, Vel
Kecil dan
Fovg Menengah /
S\lz]l: 1.C pada seluruh Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pengelolaan APBD Pekerjaan Umum
5.1.2 | Sarana Distribusi Kabupaten - dan Tata Ruang / Swasta
Perdagangan / Swasta Perindustrian,




TP
Kementerian / -1 o
i sl e Sumberu:':‘”""”m mmmmw“’a‘sggmwmv
lone Pendanaan ”"‘“"’u ey Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 |2 |2 |2 |2 [ | (2035 | (2040-
Beara mll a yang membidangi Lainnya : : g : : : 2034) 2039) | 2043)
membidangi
s 4|5|6|7|8 |9
Perdagangan,
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah /
Lingkungan Hidup
j-3 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan
1.1 | Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan
e SWP I.A pada Blok Pekerjaan Umum
Pembangunan dan | 1.A.1; dan Tata Rusng /
Penataan Sarana dan #SWP I.B pada Blok d :
APBD Perindustrian,
1.1.1 Prasarana Kawiasan Seistor | ERL3; Kabupaten - Perdagangan Swasta
Informal pada Sub-Zona [SWP 1.D pada Blok _ 4 ’
/ Swasta Koperasi, Usaha
Perdagangan dan Jasa | 1.D.1;dan Becil dit
Skala SWP SWP 1.E pada Blok Menengah
LE.1
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang /
Penataan Bangunan dan ; g
e g"(penataan APBD Perindustrian,
2.1.1 . Kabupaten - Perdagangan, Swasta
Sarana Penunjang Zona | «SWP LA pada Blok :
/ Swasta Koperasi, Usaha
Perdagangan dan Jasa) LA.1; Kecil dan
*SWP I.B pada Blok Menengah
[.B.3; Pekerjaan Umum
¢ SWP I.D pada Blok
_ , 1D.1; dan dile. Sana MO /
Perwujudan RTH privat «SWP LE pada Blok APBD Perindustrian,
2.1.2 “oon Teideeowen  ded LE.1 Kabupaten - Perdagfamgan, Swasta
Jasa dengan minimal 10% 1 Swasta Koperasi, Usaha
dari luas kaveling Kecil dan
Menengah /
Lingkungan Hidup
3 Program Pengembangan UMKM
3.1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil




«SWP LA pada Blok |

LA.X; - ;
#SWP 1B pada Blok APBD s : e s
Provinsi / Perindustri Perdagangan,
Pengembangan Usaha | 1.B.3; :
3.1.1 Nilere «SWP LD pada Blok APBD - an dan Koperasi, Usaha Swasta
o Kabupaten Perdagangan Kecil dan
getovas / Swasta Menengah
«SWP LE pada Blok
LE.1
4
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang /
Penyediaan Sarana D i:ﬁ::a;&gi:t? I
ke Distribusi Perdagangan eSWP LA pada Blok s e . B Koperasi, Usaha Sowsiin
/| Swasta g
LA.1; Kecil dan
«SWP 1.B pada Blok Menengah /
1:B:3; Lingkungan Hidup
e SWP 1.D pada Blok Pekerjaan Umum
1.D.1; dan dan Tata Ruang /
Fasilitasi Pengelolaan 'Isgl: e APBD IP:“d‘:u;m““’
4.1.2 | Sarana Distribusi | Kabupaten - - RS Swasta
Perd ] Swasta Koperasi, Usaha
erdagangan Kecil dan
Menengah /
Lingkungan Hidup
k Zonn Perknntonn
l’romm Pcmmd-ng Utnm Pemulntahn nunh ptdu Sub m. Porhntom
WP LA pada Blok
1.A.2 dan Blok 1.A.4; o
Rebabllitani . Serena den MEWP LB pede selurul] 2 D2 Seergin: Unnm
s 123 L | Kabupaten - - dan Tata Ruang / Swasta
Prasarana Gedung Kantor | Blok; dan ¥ Bwadta Yrtebatoud Poilid
Pemerintahan dan Kantor @SWP LE pada seluruh
Swasta Blok




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / kit -1 st
Lembaga yang | 1/1|2|3|4|5 |TPm
.. Biviians Diaisa Ykust Sumber Menyelsngiiraksn Daerah Perangkat Daerah | Pemangku (2030 TP-IV | TP-V
Pendanaan PR s ~ Provinsi Kabupaten / Kota | Kepentingan | 2 |2 |2 | 2 | 2 | 2 t (2035- | (2040-
; 2039 2043
Peedtbedl | T LSRRG ceeR 2D 2l D 1w : ;
Bidang alslel7|8]0
Perwujudan RTH privat APBN / A
: Pekerjaan Umum
Zona Perkantoran dengan APBD Kementerian/
1.1.2 A 2 ; - dan Tata Ruang / Swasta
minimal 10% dari luas Kabupaten Lembaga Terkait Lingkilagen Fids
kaveling | Swasta & P
1.1.3 Rekonstruksi Rumah | SWP I.B pada Blok APBD 3 < Pekerjaan Umum
s Jabatan Kepala Daerah 1.B.3 Kabupaten dan Tata Ruang
APBN / Perumahan dan
1.1.4 Pengadaan Lahan | SWP 1L.A pada Blok APBD Kementerian/ Kawasan
""" | Kawasan Perkantoran 1.A.2 dan Blok [.A.4 Lembaga Terkait Permukiman /
Kabupaten 3 :
Instansi Terkait _
Pembangunan K_awasan SWP LA pada Blok APBD Pekerjaan Umum
1.1.5 | Perkantoran Pemerintahan LA4 Kbt - - dan Tata Ruang / -
Daerah o A = Instansi Terkait
Pembangunan  Kawasan APBN / :
1.1.6 | Perkantoran Pemerintahan IS ;V}; P vk APBD Lf;‘g:“;iig;t - Instansi Terkait -
Vertikal e Kabupaten g
1 Zona Pengelolaan Persampahan
E3 Sub-Zona Pengelolaan Persampahan
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan
1.1 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan, APBN / Cipta Karya
Pengembangan dan APBD Pekerjaan Umum Bina Pekerjaan Umum
1.1.1 | Pemeliharaan Sarana dan .IS XVI:_I'A p Provinsi/ dan Perumahan Konstruksi dan Tata Ruang / >
" A4, % ' ;
Prasarana Sub-Zona eSWP 1.D pada Blok APBD Rakyat dan Tata Lingkungan Hidup
Pengelolaan Persampahan 9 5 dae Kabupaten Ruang
Pengendalian Kegiatan | "’ :
WP LE B P
Biideve’. Schial ks | e APBD Ry Ll
1.1.2 LE.1 - - dan Tata Ruang / -
Zona Pengelolaan Kabupaten Ringlitiilgan Hidu
Persampahan 8 P
m Zona Transportasi
m.1l | Sub-Zona Transportasi
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1.1 | Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan
Penyediaan Prasarana [#SWP 1.B pada Blok APBN /
1.1.1 Trasfsbirtaal Termibel, | 1.5.0: dast APBD Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
; P
Kementerian / P kat -1 e
: 3| 4|5 TP
e S 1 Sumber u::;““" yang Dacrah | Perangkat Daerah | Pemangku | > | ! |2 m:: TPV | TPV
Pendanaan “’"“"u Mwmmtmlnonnmmmzzzaaz_mas-|m
Pemerintahan di R e i L e e A B e
membidangi
dany 4|56 7|89
Fasilitas Pendukung, dan [¢SWP 1.C pada Blok Provinsi /
Integrasi Moda e APBD
Kabupaten
/ Swasta
2 Program Pembherdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2.1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Penyediaan Tempat
Promosi dan #SWP 1.B pada Blok APBN /
Pengembangan Usaha | I.B.1; dan APBD
%4l Kecigl padxalg Infrastruktur @SWP 1.C pada Blok Kabupaten Perhubungan i Tosle
Publik Pelabuhan dan | I.C.1 / Swasta
Terminal
n Zona Pertahanan dan Keamanan
n.1 | Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.1 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
Pembangunan dan/atau Rencana Posal di
1.1.1 Pengembangan Zona | SWP 1.B pada Blok APBN Kementerian ] 5 =
' Pertahanan dan | 1L.B.2; Pertahanan
Kemananan e Posal Wawonii di SWP
1.B pada Blok 1.B.3;
Sinkronisasi Pemanfaatan | dan APBN / Konastitesiad Pekeciaan Unwm
1.1.2 | Ruang di Sekitar Zona eKoramil 1417- APBD T - dan Tate Ruang -
Pertahanan dan Keamanan | 01 /Wawonii di SWP | Kabupaten
1.E pada Blok LE.1
o Zona Peruntukan Lainnya
0.1 | Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
1.1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

11,2

Pembangunan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Sub-Zona
Instalasi Pengolahan Air
Minum (IPAM)

o SWP 1A pada Blok
I.A.4; dan

o SWP 1.B pada Blok
I.B.3

APBN /
APBD
Kabupaten
/ BUMD

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang

BUMD




1.1.1 Pelebaran Jalan Provinsi / 5 xmBina : Pekerjaan Umum
“*** | Menambah Lajur APBD struleal | o Tata Ruang
Kabupaten dan Tata
Ruang
APE Cipta Karya
Rekonstruksi Jalan PrmrinDi / Bina Pekerj T
1.1.2 | (Peningkatan Perkerasan Seluruh Blok - - Konstruksi AL &
APBD dan Tata Ruang
Jalan) Kabupaten W Twn
pa Ruang
APBD C‘p;f:'"
1.1.3 Pemeliharaan Jalan Secara Provinsi / B K ksi Pekerjaan Umum
' Berkala APBD dan Tata Ruang
Kebugiten dan Tata
I W —  Wiihows ) SRS __Ruang e
=suai dengan Aslinya

HUKUM SETDA,




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN LANGARA

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

10% (sepuluh persen)

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

0,1 (nol koma satu)

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

80% (delapan puluh persen)

luas kaveling minimum

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

= olalo|o|e |-

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum

10% (sepuluh persen)

o |
]

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

jarak bebas antar bangunan minimal

jarak bebas samping (JBS) minimum

ool o

jarak bebas belakang (JBB) minimum

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penyediaan jalan inspeksi.

Pengembangan tanggul penahan air.
Sistem peringatan dini bencana.

o po o

Penanaman vegetasi/penghijauan pada kawasan sempadan.

Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 ‘

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5% (lima persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen)

d. |luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 5% (lima persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8

(kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas.

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan
drainase.

Ruang terbuka untuk kepentingan umum.

Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.

Sistem peringatan dini bencana.

oo a0

Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85% (delapan puluh lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan jalur disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang
dapat menyerapkan air.

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,

dan drainase.

Ruang terbuka untuk kepentingan umum.

Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.

Fasilitas peribadatan.

Penyediaan lahan parkir.

(A N

Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga)
meter.




Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

h. Sistem peringatan dini bencana.
i. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

g. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15% (sepuluh persen)
h. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu lima)
i. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen)

luas kaveling minimum -

—.

k. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

1. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai
g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar

<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

h. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
i. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
j. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

II Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

j- Jaringan jalur pejalan kaki dengan jalur disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang
dapat menyerapkan air.

k. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,
dan drainase.

1. Ruang terbuka untuk kepentingan umum.

m. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.




Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

n. Fasilitas peribadatan.

o. Penyediaan lahan parkir.

p. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga)
meter.

q. Sistem peringatan dini bencana.

r. Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen)

d luas kaveling minimum -

e koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8

(kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal




a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang
dapat menyerapkan air.

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan
drainase.

c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum.

d. Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum.

e. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.

f. Fasilitas peribadatan.

g. Penyediaan lahan parkir.

h. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga)

meter.
i. Sistem peringatan dini bencana.
j- Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen)

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

mlolelo| o] -

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

o

ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8
(kurang dari delapan) meter; atau




0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang
dapat menyerapkan air.

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan

drainase.

Ruang terbuka untuk kepentingan umum.

Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum.

Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.

Fasilitas peribadatan.

Penyediaan lahan parkir.

SR o oo

Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga)
meter.

=

Sistem peringatan dini bencana.
j- Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen)
d. | luas kaveling minimum -




Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8
(kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

b.

SR 00

e

Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang
dapat menyerapkan air.

Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan
drainase.

Ruang terbuka untuk kepentingan umum.

Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum.

Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.
Fasilitas peribadatan.

Penyediaan lahan parkir.

Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga)
meter.

Sistem peringatan dini bencana.
Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15% (lima belas persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,15 (nol koma satu lima)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8
(kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air.

b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan
drainase.

c. Penyediaan lahan parkir.

d. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga)
meter.

e. Sistem peringatan dini bencana.

f. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen)

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

mlolalo|o e |-

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

| o]
L]

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

olalo o

jarak bebas belakang (JBB) minimum -
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air.

lampu/penerangan.

b.
c. Sistem peringatan dini bencana.
d. Penanda/Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 15% (lima belas persen)

el olalo o e |-

| |
I

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -
jarak bebas samping (JBS) minimum -
jarak bebas belakang (JBB) minimum -
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

o|alo o




Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

el olalo|o| e |-

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

| o]
L]

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

o|alo o

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal




ZONA BUDI DAYA
Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

mlelalo ol |-

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

| |
I

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

olalo o

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal




Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal S (lima) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S (lima) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan

drainase.




Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,

dan drainase.

Tempat bongkar muat hortikultura.
Sistem peringatan dini bencana.

o po o

Bangunan penunjang aktivitas dalam zona hortikultura.

Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,

dan drainase.

Bangunan penunjang perkebunan.
Tempat bongkar muat perkebunan.
Sistem peringatan dini bencana.

o po o

Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,5 (nol koma lima)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 45% (empat puluh lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S (lima) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,

dan drainase.
Bangunan penunjang aktivitas peternakan.

Sistem peringatan dini bencana.

o 0T

Tempat pengumpulan dan/atau pengolahan limbah peternakan.

Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Zona Perikanan dengan kode IK

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen)
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,
dan drainase.
b. Jaringan jalan untuk keluar masuk kendaraan pengangkutan ikan.
c. Dermaga dan akses kapal nelayan untuk bongkar muat ikan.
d. Area parkir dan tambatan kapal nelayan.
e. Fasilitas penunjang untuk bongkar muat, pemrosesan ikan, dan pembersihan ikan.
f. Sistem peringatan dini bencana.
g. Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 5 (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 (lima) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,

dan drainase.

Tempat parkir umum.
Sistem peringatan dini bencana.
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Ruang terbuka hijau privat dalam sub-zona.

Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan,

dan drainase.

Penyediaan tempat parkir.
Ruang terbuka publik.
Fasilitas penerangan.
Kantor pengelola pariwisata.

~oopo o

Area perdagangan dan perniagaan.




Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

Fasilitas peribadatan.
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Toilet umum.

i. Tersedia angkutan umum yang melayani dari dan menuju kawasan pariwisata.

j.- Sistem peringatan dini bencana.

k. Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 90% (sembilan puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,9 (nol koma sembilan)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 5% (lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum O (nol) meter

jarak bebas belakang (JBB) minimum

O (nol) meter

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1

a. Penyediaan utilitas umum berupa jaringan jalan sesuai pedoman teknis jaringan jalan, jaringan energi,
penyediaan air bersih, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, saluran pembuangan air limbah
atau sanitasi, dan jaringan drainase.

Jaringan pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air.

Penyediaan ruang terbuka hijau privat pada setiap persil.

Penyediaan fasilitas sosial sesuai NSPK yang berlaku.

Terdapat sarana perdagangan dan niaga di sekitar kawasan perumahan.

Sistem peringatan dini bencana.
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Penanda/ Signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen)

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat)

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen)

d. luas kaveling minimum 72 m? (tujuh puluh dua meter persegi)

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 (satu) meter




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 (satu) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.
b. Sistem jaringan energi.
c. Sistem jaringan telekomunikasi.
d. Sistem jaringan air bersih.
e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.
g. Sistem jaringan drainase.
h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air.
i. Hidran umum.
j- Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.
m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.
n. Sistem keamanan lingkungan terintegrasi.
o. Sistem peringatan dini bencana.
p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.
Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)
d. | luas kaveling minimum 72 m? (tujuh puluh dua meter persegi)
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -




Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.
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j-

k.

1.

Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.

. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air.

Hidran umum.

Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.

n.
0.

P

Sistem keamanan lingkungan terintegrasi.
Sistem peringatan dini bencana.
Penanda/ signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 65% (enam puluh lima persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen)

d. | luas kaveling minimum 72 m? (tujuh puluh dua meter persegi)

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Sistem jaringan energi.
Sistem jaringan telekomunikasi.
Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan drainase.
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Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

Hidran umum.

. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.
Sistem keamanan lingkungan terintegrasi.
Sistem peringatan dini bencana.
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Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.

Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

 Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter




Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air.
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Hidran umum.

—

j- Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Tersedia sarana peribadatan.

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.

n. Tersedia ruang parkir.

o. Sistem peringatan dini bencana.

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
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koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -




Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.

. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air.
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Hidran umum.

=

Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.

—.

l. Tersedia sarana peribadatan.

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.
n. Tersedia ruang parkir.

o. Sistem peringatan dini bencana.

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.
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. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.
Hidran umum.

e

j- Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.




k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.

l. Tersedia sarana peribadatan.

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.
n. Tersedia ruang parkir.

o. Sistem peringatan dini bencana.

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.




Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.
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. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.
Hidran umum.

—e

j- Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Tersedia sarana peribadatan.

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.

n. Tersedia ruang parkir.

o. Sistem peringatan dini bencana.

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen)
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8 (nol koma delapan)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen)

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
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koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan




Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau

0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem jaringan drainase.

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.

Hidran umum.

FRomoe e T

Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

=

Ruang publik untuk kepentingan umum.
Sistem peringatan dini bencana.

o

Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Campuran dengan kode C

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4 (empat)




c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 25 (dua puluh lima) meter atau 5 (lima) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar

<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter
e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.

FRome e T

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.

Hidran umum.

j- Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.

e

l. Tersedia sarana peribadatan.

m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.




n. Tersedia ruang parkir.

o. Sistem peringatan dini bencana.

p. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1 (dua koma satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan
dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.
b. Sistem jaringan energi.
c. Sistem jaringan telekomunikasi.
d. Sistem jaringan air bersih.




Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.
Sistem jaringan drainase.

5 R ot o

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.
Hidran umum.

—e

Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.

Tersedia sarana peribadatan.
. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.
Tersedia ruang parkir.
Sistem peringatan dini bencana.
Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

T o BB

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen)
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen)

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

oo o |-

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau

o




0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.

50t o0 T

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.
Hidran umum.

=

j- Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Tersedia ruang parkir.

m. Sistem peringatan dini bencana.

n. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,6 (satu koma enam)

C.

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen)




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 80% (delapan puluh persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

5ot a0 o

[

j-

k.

1.

Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.

Hidran umum.

Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.

Tersedia ruang parkir.

m. Sistem peringatan dini bencana.

n.

Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,6 (satu koma enam)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.
Sistem jaringan telekomunikasi.
Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan drainase.
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Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.

Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

i. Hidran umum.

j- Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Tersedia ruang parkir.
m. Sistem peringatan dini bencana.

n. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat)

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15% (lima belas persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

jarak bebas belakang (JBB) minimum

2 (dua) meter




Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

2T e BB TRTTEFR OO TR

Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

Sistem jaringan energi.

Sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem jaringan air bersih.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.

Sistem jaringan drainase.

Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.

Hidran umum.

Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.

Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
Tersedia area penerimaan yang dapat diakses publik.

. Tersedia sarana peribadatan.

Tersedia pos pengelola dan/atau pos keamanan.

Tersedia ruang parkir.

Sistem peringatan dini bencana.

Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.




Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6 (nol koma enam)

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S (lima) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Penyediaan jaringan listrik, persampahan, jaringan air bersih, telekomunikasi, dan drainase.

Penyediaan tempat parkir.
Akses keluar-masuk kendaraan.
Sistem peringatan dini bencana.

o oo o

Signage/penanda/rambu petunjuk jalur evakuasi bencana.




Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,5 (nol koma lima)

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S (lima) meter atau 1 (satu) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal -

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S (lima) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.

b. Sistem jaringan energi.
Sistem jaringan telekomunikasi.
Sistem jaringan air bersih.

(A N

Sistem jaringan drainase.

Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.




Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

h. Hidran umum.

i. Tersedia pos pengelola dan/atau pos keamanan.

Tersedia ruang parkir.

—.

k. Tersedia akses keluar masuk untuk angkutan persampahan.

[a—

Sistem peringatan dini bencana.

m. Penanda/signage daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Transportasi dengan kode TR

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

IT Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter




jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Jaringan jalan dan trotoar yang memadai;

Jaringan air bersih;

Jaringan drainase;

Jaringan ketenagalistrikan;

Jaringan telekomunikasi;

Area parkir;

Fasilitas penunjang transportasi publik, seperti sistem pembayaran dan tiket, peta rute, dan aplikasi

transportasi;

h. Pusat informasi transportasi yang menyediakan informasi lengkap mengenai moda transportasi yang
tersedia dan jadwal keberangkatan;
Sarana perdagangan dan jasa dengan luasan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan;
Tempat ibadah;
Toilet umum;
Hidran umum;

. Tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis
sampah organik dan anorganik;

n. Kantor pengelola;

Signage/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan

p. Sistem peringatan dini bencana.

@ -0 a0 o
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Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

. subZonaPertahanandan KeamanandemgankodeHK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25% (dua puluh lima persen)

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar
<8 (kurang dari delapan) meter; atau
0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk
jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3-5 (tiga sampai lima) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3-5 (tiga sampai lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3-5 (tiga sampai lima) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

jaringan air bersih.
jaringan drainase.
jaringan telekomunikasi.

@™o Qa0 o

ruang terbuka hijau privat.

jalur keluar masuk lebih dari dua lajur dengan kekuatan jalan 4 (empat) ton.
jalur pejalan kaki dan/atau koridor dengan material yang dapat meresapkan air.
instalasi ketenagalistrikan yang tidak tergabung dengan instalasi umum.




h. hidran umum.

i. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis
sampah organik dan anorganik.

j.- signage/penanda/rambu jalur evakuasi bencana.

k. sistem peringatan dini bencana.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

mlolalo| |-

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

| o]
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Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

o a0 |op

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

II1 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. pemisah lajur.
b. saluran tepi jalan dan/atau jaringan drainase.
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penyediaan gorong-gorong yang menghubungkan saluran di kedua sisi jalan.

penyediaan jembatan pada jaringan jalan yang terpisah badan air.
median jalan.

hidran umum.

jaringan listrik.

. penerangan jalan.

signage /penanda/rambu jalur evakuasi bencana.
sistem peringatan dini bencana.

suai dengan Aslinya
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